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BAB 1
ETIKA, PROFESI DAN KODE ETIK DI
BIDANG AKUNTANSI

Oleh Sri Rahayu Syah

1.1 Pengertian Etika Profesi

Etika profesi adalah sikap moral dan prinsip yang dimiliki
oleh seorang ahli, lebih spesifiknya sebagai bagian penting dari
mentalitasnya terhadap kehidupan dalam menunaikan kewajiban
profesionalnya. Etika profesi dapat diartikan sebagai sikap hidup
sebagai keadilan untuk mampu atau siap memberikan bantuan ahli
kepada masyarakat dengan penuh kemauan dan keterampilan,
khususnya sebagai bantuan untuk melakukan usaha-usaha yang
merupakan komitmen terhadap masyarakat.

Etika profesi dapat dibentuk sebagai bagian dari moral yang
secara fundamental dan sengaja mencerminkan persoalan etika
yang hakiki dalam suatu profesi. Etika profesi juga dapat diartikan
sebagai keutamaan dan aturan yang terkait dengan pelaksanaan
kemampuan profesional tertentu dan harus diperhatikan oleh
seorang ahli (Surajoyo, 2022).

Secara garis besar, yang dimaksud dengan etika profesi
adalah sikap moral yang dimiliki oleh seorang ahli, khususnya
sebagai bagian penting dari karakternya terhadap kehidupan dalam
menjalankan kewajibannya dan selanjutnya menerapkan standar
moral yang umum pada bidang-bidang khusus sesuai profesinya.
Etika profesi erat kaitannya dengan bidang-bidang tertentu yang
berhubungan langsung dengan masyarakat atau konsumen. Konsep
etika profesi harus disepakati bersama oleh pihak-pihak dalam
lingkup kerja untuk menjalankan hak dan kewajiban serta dan
komitmennya. Etika profesi merupakan suatu susunan standar,
nilai, dan aturan ahli yang dicatat dengan jelas dan tegas mengenai
apa yang benar atau baik dan apa yang tidak benar atau tidak baik
bagi seorang ahli. Pada akhirnya, inti dari etika profesi adalah agar
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seorang ahli bertindak sesuai standar dan terlebih lagi menjauhi
kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh ahli
(Mafazah, 2022).

1.2 Profesi Akuntan

Profesi seorang akuntan berkaitan erat dengan latar
belakang pendidikan, pengetahuan dan pengalaman di bidang
akuntansi. Seseorang yang memiliki latar belakang Pendidikan

S1/D4 (baik sarjana maupun sarjana terapan) bidang akuntansi

belum cukup disebut sebagai seorang professional. Diperlukan

pelatihan dan penguasaan teori yang secara sistematis mendasari
praktik akuntansi dan menghubungkan antara teori dan praktik
akuntansi. Sehingga syarat pendidikan, pengalaman dan dedikasi
yang tinggi dibutuhkan untuk dapat disebut sebagai seseorang yang

professional di bidang akuntansi. Secara garis besar terdapat 6

(enam) jenis profesi akuntan di Indonesia:

1. Akuntan Publik yaitu akuntan independent yang bekerja di
Kantor Akuntan Publik (KAP). Syarat menjadi akuntan
publik, sesorang harus memperoleh gelar sarjana di bidang
akuntansi, memiliki pengalaman di bidang akuntansi, lulus
ujian Certified Public Accountant (CPA) dan memperoleh
perizinan dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).
Akuntan publik menyediakan jasa assurance dan jasa
atestasi.

2. Akuntan Manajemen yaitu akuntan yang bekerja di
perusahaan swasta. Akuntan manajemen membantu
manajer dengan melakukan tugas tugas seperti
penganggaran, menyusun laporan keuangan, analisis
laporan keuangan, membuat laporan pajak dan memberikan
informasi dalam proses pengambilan Keputusan. Akuntan
manajemen seringkali juga disebut sebagai akuntan
internal.

3. Akuntan Pemerintah yaitu akuntan yang bekerja di instansi
pemerintah, Lembaga pemerintahan, baik di sektor
pemerintah pusat ataupun daerah. Akuntan pemerintah
disyaratkan memilki pengetahuan dalam memahami



undang-undang, peraturan pemerintah dan Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP).

4. Akuntan Pendidik yaitu akuntan yang bekerja di dunia
Pendidikan seperti guru dan dosen. Akuntan pendidik
bertugas melakukan penelitian dan pengembangan
akuntansi, mengajar dan menyusun kurikulum pendidikan
akuntansi di sebuah perguruan tinggi.

5. Akuntan Syariah yaitu akuntan yang bekerja di Perusahaan
yang menerapkan prinsip dan hukum Syarikat islam dalam
pengelolaan keuangannya. Akuntan syariah berpedoman
pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah dan
berpegang pada Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

6. Akuntan Pajak yaitu akuntan bekerja di Perusahaan dengan
tugas yang lebih spesifik seperti menghitung, menyetor,
membayar dan melapor pajak. Akuntan pajak melakukan
analisis dalam perencanaan pajak (tax planning) dengan
memberikan saran kepada manajer untuk meminimalkan
pembayaran pajak tanpa melanggar undang-undang dan
peraturan tentang perpajakan. Akuntan pajak juga bisa
membuka kantor konsultan pajak atau bergabung bekerja di
Kantor Akuntan Publik dengan memberikan jasa
professional di bidang perpajakan.

1.3 Kode Etik Akuntan Indonesia

Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian
Keuangan mendukung Kode Etik Akuntan Indonesia yang disusun
oleh 3 (tiga) organisasi profesi Akuntan di Indonesia yaitu: Ikatan
Akuntan Indonesia (IAI), Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI),
dan Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI) (Indonesia,
2023). Kode Etik Profesi Akuntan mengatur etika akuntan,
khususnya tentang bagaimana Akuntan harus melakukan
pekerjaannya secara profesional. Akuntan harus menjaga semua
standar moral dan konsistensi yang penting dengan mematuhi
serangkaian aturan umum sehingga Akuntan dapat bertanggung
jawab atas tindakan perilakunya guna kepentingan publik dan
pemangku kepentingan lainnya (Ramadhea, 2022).



Kode etik akuntan yaitu prinsip-prinsip yang mengatur dan
mengarahkan hubungan antara Akuntan dengan klien, antara
Akuntan dengan mitranya, dan antara profesi dengan masyarakat.
Akuntan publik sebagai pihak yang bebas dan tidak berprasangka
buruk (otonom) dalam melakukan penilaian obyektif atas laporan
keuangan dan memberikan pandangannya terhadap kewajaran
laporan keuangan, pelayanannya sangat dibutuhkan oleh
masyarakat pengguna laporan keuangan. Untuk membangun
kepercayaan klien terhadap penyelenggara pengguna jasa
professional seperti yang diharapkan, penting untuk memiliki
seperangkat prinsip bagi Akuntan, termasuk seperangkat aturan
bagi Akuntan publik. Dengan adanya kode etik, Akuntan publik
dapat mengetahui perilaku mana yang pantas (bermoral) dan mana
yang tidak pantas (tidak bermoral) (Hasan, 2012).

Sikap dan tindakan etis akuntan publik diatur dalam Kode
Etik Akuntan Publik. Kode etik tersebut diharapkan dapat
membantu para Akuntan dalam bertindak. Namun, seiring dengan
berkembangnya panggilan untuk berkreasi dan bersaing, upaya
untuk menerapkan serangkaian aturan menyeluruh menjadi
semakin sulit (Dewi, 2016).

Kode etik Akuntan merupakan sekumpulan standar dan
pedoman yang wajib dipatuhi oleh para Akuntan dalam
menyelesaikan kewajiban profesionalnya. Kode etik Akuntan
merupakan cabang etika yang berkaitan erat dengan prinsip,
standar dan pedoman mencakup integritas, independensi,
obyektivitas, pengungkapan yang jujur dan akurat, menjaga
kerahasiaan data dan informasi klien, penolakan terhadap praktik-
praktik yang melanggar etika dan profesionalisme dalam setiap
bagian pekerjaan seorang Akuntan. Akuntan senantiasa memahami,
mematuhi dan menjadikan etika akuntansi sebagai pedoman dalam
melaksanakan kewajiban profesionalnya.

Tujuan penting dari Kode etik Akuntan di Indonesia yaitu
untuk menjunjung tinggi nilai nilai etis, jujur, lugas, andal dan
menjaga kualitas informasi akuntansi yang disampaikan oleh
Akuntan. Dengan diterapkannya etika akuntansi, Akuntan
diharapkan dapat menjaga kepentingan umum, menjamin
kewajaran dalam pengungkapan keuangan, mencegah kesalahan
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penafsiran. Etika akuntansi juga dapat membangun komitmen dan
kepercayaan anatar Akuntan dengan Kklien, investor, masyarakat,
dan pihak eksternal yang membutuhkan informasi dari laporan
keuangan yang dibuat serta menjaga integritas dan kepercayaan
terhadap profesi Akuntan di Indonesia. Dengan menerapkan
standar etika akuntansi, diyakini kita dapat membangun iklim usaha
yang sustainable.

1.4 Manfaat Kode Etik Akuntan Indonesia

Penerapan kode etik Akuntan di Indonesia mempunyai
manfaat yang sangat penting, baik bagi para Akuntan maupun
masyarakat secara keseluruhan. Beberapa manfaat utama antara
lain:

1. Meningkatkan Kepercayaan: kode etik Akuntan di Indonesia
berperan penting dalam membentuk kredibilitas di antara
Akuntan dan klien. Jika berpegang pada standar moral,
Akuntan memperoleh kepercayaan dari Kklien dan
masyarakat umum, dalam menjaga hubungan bisnis.

2. Meningkatkan Kredibilitas profesional: kode etik Akuntan
berperan dalam membangun kredibilitas profesi Akuntan di
Indonesia ketika Akuntan menjaga intergritas dan
professional dalam melaksanakan kewajibannya.
Kredibilitas klien dan masyarakat akan meningkat terhadap
data dan informasi keuangan yang dihasilkan oleh Akuntan.

3. Menjaga Kepentingan Klien: Memprioritaskan kepentingan
klien dengan menjaga kerahasiaan data dan informasi klien,
memperkenalkan laporan keuangan yang akurat, Akuntan
dapat melindungi klien dari penyalahgunaan data dan
informasi atau pemerasan pihak lain.

4. Mendukung Pengembangan Bisnis: Praktik profesi
akuntansi yang berdasarkan pada kode etik akuntan dapat
memberikan komitmen positif terhadap pengembangan
bisnis. Informasi keuangan yang solid dan lugas dapat
membantu pihak pihak yang berkepentingan (mitra) dalam
mengambil keputusan jangka Panjang dan tepat.

5. Mendukung Perputaran Keuangan: Akuntan dapat
membangun reputasi yang baik dalam hal transparansi

5



keuangan dan tanggung jawab keuangan dengan
berpedoman pada kode etik Akuntan di Indonesia. Hal ini
dapat menarik investor dan mendukung perkembangan
moneter suatu negara.

Penerapan kode etik Akuntan di Indonesia mendeskripsikan
peranan etika Akuntan untuk membentuk kekuatan utama bagi
profesi Akuntan di Indonesia. Dengan memperhatikan dan
berpegang teguh kode etika Akuntan tersebut, maka para Akuntan
dapat berperan penting dalam menjamin keterpercayaan dan
keabsahan dalam bidang akuntansi.

1.5 Kepatuhan Terhadap Kode Etik

Seorang Akuntan memiliki kemampuan dalam mengambil
tanggung jawab untuk bertindak demi kepentingan publik.
Kepercayaan publik terhadap profesi akuntan merupakan alasan
mengapa organisasi, badan legislatif dan asosiasi lain terhubung
dengan akuntansi di berbagai aspek. Akuntan menyadari serta
memahami bahwa keyakinan ini bergantung pada kapasitas dan
nilai-nilai yang dibawa oleh Akuntan dalam praktik kepakaran yang
dianutnya (IAl, 2023), antara lain:
1. Konsistensi dengan standar moral dan norma kepakaran;
2. Pemanfaatan kemampuan mencari informasi suatu usaha;
3. Pemanfaatan bakat khusus dan lainnya;
4. Pemanfaatan penilaian ahli.

Pemanfaatan kemampuan dan nilai-nilai
memberdayakan Akuntan untuk memberikan bimbingan atau
hasil lain yang sesuai dengan harapan penggunaan akuntansi,
dan hasilnya dapat diandalkan oleh klien yang direncanakan.

Serangkaian prinsip Kode Etik akan menetapkan
ekspektasi eksklusif tentang cara berperilaku moral yang
diharapkan dari seorang Akuntan. Serangkaian aturan ini juga
dapat digunakan atau dianut oleh pihak-pihak yang bertanggung
jawab untuk menetapkan prinsip-prinsip moral bagi Akuntan di
bidang tertentu dalam menciptakan pengaturan moral dan
otonomi.

6



Serangkaian aturan yang mengatur menetapkan lima
aturan dasar yang harus dipatuhi oleh seorang Akuntan.
Serangkaian peraturan menyeluruh ini juga mencakup sistem
yang diperhitungkan yang menetapkan metodologi yang akan
diambil untuk mengenali, menilai dan mengatasi bahaya agar
konsisten dengan standar penting ini serta bahaya terhadap
kebebasan untuk melakukan peninjauan dan komitmen
konfirmasi lainnya. Seperangkat aturan yang mengatur juga
menerapkan standar moral penting dan struktur yang
diterapkan pada berbagai realitas dan kondisi yang mungkin
dialami oleh seorang akuntan, baik yang bekerja dalam bisnis
atau bekerja untuk melayani publik pada umumnya.

1.6 Persyaratan dalam Kode Etik Akuntan

Seorang Akuntan wajib mengikuti seperangkat aturan
umum, menjaga standar moral yang penting dan konsisten
dengan kebutuhan khusus dari seperangkat prinsip sehingga
Akuntan dapat memenuhi kewajibannya untuk bertindak demi
kepentingan publik.

Menyetujui seperangkat aturan termasuk memberikan
pertimbangan yang tepat terhadap harapan dan motivasi
kebutuhan eksplisit. Konsistensi dengan seperangkat prinsip
tidak berarti bahwa Akuntan akan terus memenuhi
kewajibannya demi kepentingan publik. Mungkin ada kondisi
yang tidak biasa di mana Akuntan menerima bahwa kepatuhan
terhadap prasyarat tertentu dari Kode Etik ini dapat
menimbulkan hasil yang tidak seimbang atau tidak memenuhi
kepentingan publik. Dalam kondisi seperti itu, seorang Akuntan
diharapkan meminta saran dari afiliasi tertentu atau dengan
pihak pengendali ahli yang penting.

Seorang  Akuntan tidak hanya memikirkan
kecenderungan dan kebutuhan klien (orang atau lingkungan
kerjanya), tetapi juga kepentingan publik dan mitra lain saat
melakukan kegiatan profesional. Dengan asumsi ada kondisi di
mana pedoman hukum menghalangi seorang Akuntan untuk
mengikuti bagian tertentu dari kumpulan aturan. Maka pada
saat itu, seorang Akuntan harus menyetujui seluruh bagian dari
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rangkaian prinsip yang menyeluruh sebagai pedoman hukum
berlaku (IAI, 2023).

1.7 Pelanggaran terhadap Kode Etik
Seorang Akuntan yang membedakan suatu pelanggaran
terhadap pengaturan lain dalam seperangkat peraturan harus
menilai arti dari pelanggaran tersebut dan dampaknya terhadap
kapasitas Akuntan untuk menyetujui standar-standar moral yang
penting. Seorang Akuntan wajib mengambil tindakan berikut ini:
1. Akuntan segera mengambil tindakan penting untuk
mengatasi akibat dari pelanggaran tersebut;
2. Akuntan memutuskan apakah akan melaporkan
pelanggaran tersebut kepada pihak yang berwenang.

Kelompok terkait yang mungkin menerima laporan
pelanggaran mencakup kelompok yang mungkin terkena
dampak pelanggaran, khususnya afiliasi ahli, pengawas, atau
spesialis administratif (IAI, 2023).

1.8 Prinsip Dasar Etika Akuntan
Lima standar moral dasar bagi seorang Akuntan (Indonesia,

2023). adalah:

1. Integritas adalah sikap yang jelas dan jujur dalam semua
hubungan pakar dan bisnis dengan menjunjung nilai nilai
etis.

2. Objektivitas adalah penerapan keahlian atau pertimbangan
bisnis tanpa terpengaruh oleh:

a. Bias;

b. keadaan yang tidak dapat didamaikan;

c. Dampak atau ketergantungan yang tidak dapat
dibenarkan pada manusia, asosiasi, inovasi, atau
variabel lain.

3. Keahlian dengan menerapkan prinsip kehati-hatian:

a. Mempunyai dan memelihara pengetahuan dan
penguasaan yang baik pada tingkat yang diharapkan
dapat menjamin klien atau perkumpulan tempat mereka
bekerja memperoleh administrasi ketenagakerjaan yang



terampil, dengan memperhatikan prinsip-prinsip
keahlian dan kekhususan terkini serta pengaturan
peraturan dan pedoman terkait

b. Bertindak dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan
prinsip-prinsip profesional yang sesuai dan pedoman
khusus.

4. Menjaga privasi yaitu menjaga kerahasiaan data dan
informasi klien yang diperoleh melalui koneksi pakar dan
bisnis klien.

5. Keterampilan professional memiliki tujuan untuk:

a. Persetujuan terhadap peraturan dan pedoman material

b. Bertindak secara andal dengan kewajiban yang mahir
untuk bertindak demi kepentingan umum dalam setiap
tindakan ahli dan hubungan bisnis.

c. Hindari cara berperilaku apa pun yang diketahui atau
harus disadari oleh Akuntan yang dapat mencemarkan
nama baik profesinya.

1.9 Akuntan Harus Memiliki Setiap Prinsip Dasar
Etika

Standar moral mendasar menetapkan pedoman perilaku
yang diharapkan dari seorang Akuntan. Struktur yang diterapkan
menetapkan metodologi yang perlu diterapkan oleh seorang
Akuntan, dalam mengikuti standar moral penting ini. Prasyarat dan
materi penerapan yang berhubungan dengan setiap aturan moral
mendasar.

Seorang Akuntan kemungkinan akan mengalami apa yang
terjadi ketika menyetujui satu standar moral yang penting akan sulit
untuk mengikuti setidaknya satu standar moral fundamental
lainnya. Dalam keadaan seperti itu, seorang Akuntan dapat
mempertimbangkan konsultasi dengan memperhatikan cara kerja
berikut ini (AL, 2023):

1. Pertemuan-pertemuan yang berbeda di tempat kerja atau
perkumpulan tempat mereka bekerja;

2. Penanggung jawab administrasi;

3. Afiliasi yang mabhir;

4. Regulator;



5. Panduan yang sah.

1.10 Integritas

Akuntan harus berpegang pada standar kepercayaan dengan
menjunjung tinggi nilai nilai etias yang mengharapkan Akuntan
berkata jujur dan bersikap adil dalam semua hubungan pakar dan
bisnis. Integritas mencakup kejujuran, dapat
dipertanggungjawabkan, dan kekuatan karakter untuk bertindak
dengan benar, dalam hal apa pun, ketika menghadapi tekanan untuk
mencapai sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan atau ketika
melakukan hal tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yang
merugikan bagi individu atau asosiasi. Seorang akuntan diharapkan
dapat bertindak tepat dengan cara berikut ini:

1. Tetap pada pendirian dengan menjunjung tinggi nilai-nilai
etis ketika Akuntan dihadapkan pada masalah dan berada
pada masa-masa yang sulit sekalipun;

2. Menanyakan kepada pihak lain ketika berada pada kondisi
yang mengharuskan hal tersebut, dengan cara alternatif
yang sesuai dengan kondisi tersebut.

Seorang akuntan tidak akan dengan sengaja dihubungkan
dengan laporan, percakapan atau data lainnya apabila Akuntan
yakin bahwa informasi yang disampaikan tersebut:

1. Berisi kesalahan atau pernyataan yang menyesatkan pada
penggunanya secara material;

2. Memuat pernyataan atau data yang dibuat secara
sembarangan (tidak teliti);

3. Adanya kekeliruan atau ketidakjelasan informasi yang
seharusnya diungkapkan, sehingga dapat menyesatkan
penggunanya.

Seorang Akuntan tidak boleh mengabaikan pengaturan-
pengaturan yang disebutkan di atas, selama pemegang buku
tersebut memberikan laporan yang telah diperbaiki sehubungan
dengan permasalahan tersebut. Ketika seorang Akuntan memahami
bahwa dia telah dikaitkan dengan data tersebut, Akuntan harus
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melakukan apa pun agar tidak terkait dengan data/informasi
tersebut (IAI, 2023).

1.11 Objektivitas
Seorang Akuntan harus menyetujui aturan objektivitas yang

mengharapkan Akuntan untuk menerapkan pertimbangan
profesional atau bisnis tanpa dirusak oleh:
1. Bias;
2. Keadaan yang tidak dapat didamaikan;
3. Dampak atau ketergantungan yang tidak dapat dibenarkan

terhadap masyarakat, asosiasi, inovasi, atau elemen lainnya.

Akuntan tidak boleh mencoba melakukan aktivitas
profesional jika kondisi atau koneksi terlalu mempengaruhi
penilaian ahli mereka sehubungan dengan aktivitas tersebut (IAl,
2023).

1.12 Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional
Seorang Akuntan harus mematuhi standar kemampuan dan
kehati-hatian ahli yang mengharapkan Akuntan untuk:

1. Mencapai dan memelihara informasi dan kemampuan yang
mahir pada tingkat yang diharapkan untuk menjamin
bahwa klien atau asosiasi tempat mereka bekerja
mendapatkan administrasi ahli yang terampil dalam
pandangan pedoman ahli dan khusus terkini dan sesuai
peraturan yang sesuai;

2. Bertindak dengan sungguh-sungguh dan sesuai pedoman
ahli material dan norma-norma khusus.

Menawarkan jenis bantuan kepada klien dan asosiasi tempat
mereka bekerja dengan kompetensi profesional mengharapkan
Akuntan untuk menggunakan pertimbangan yang baik dalam
menerapkan informasi dan keahlian profesional saat melakukan
aktivitas profesional. Mempertahankan keahlian profesional
memerlukan perhatian dan pemahaman yang berkelanjutan
terhadap kemajuan terkait bisnis dan inovasi yang terspesialisasi
dan mabhir. Peningkatan keahlian tanpa henti memberdayakan
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Akuntan untuk menciptakan dan mempertahankan kapasitas kerja
dalam iklim profesional. Kejujuran mencakup kewajiban untuk
bertindak sesuai dengan prasyarat tugas, dengan cara yang masuk
akal, hati-hati, dan tepat waktu. Untuk memenuhi standar
kemampuan ahli dan kehati-hatian, Akuntan harus menemukan
cara yang cukup untuk menjamin bahwa mereka yang bekerja
sesuai keahlian yang dimiliki, di bawah pengawasannya telah
mendapatkan persiapan dan pengawasan yang sesuai. Jika perly,
Akuntan harus membuat klien, asosiasi pengguna, atau klien lain
dari administrasi atau latihan ahli pemegang buku, menyadari
batasan yang melekat dalam jasa atau aktivitas tersebut (Indonesia,
2023).

1.13 Kerahasiaan

Menjaga privasi (kerahasiaan) data dan informasi klien
merupakan salah satu bentuk tanggungjawab Akuntan untuk
melindungi klien. Akuntan menjaga privasi (kerahasiaan) agar data
dan informasi klien tidak diungkapkan kepada pihak luar (pihak
lain). Bagaimanapun, berikut ini adalah syarat-syarat apabila

Akuntan diharuskan untuk mengungkapkan atau Akuntan wajib

untuk mengungkapkan jika terdapat hal hal berikut ini:

1. Menjaga kemungkinan adanya pengungkapan yang tidak
terduga, dengan mempertimbangkan lingkungan Kkerja
khususnya terhadap rekan dekat, kerabat langsung, atau
keluarga dekat;

2. Menjaga perlindungan privasi (kerahasiaan) data dan
informasi klien di tempat kerja atau afiliasi tempat Akuntan
bekerja;

3. Menjaga perlindungan privasi (kerahasiaan) data dan
informasi klien yang ditemukan oleh calon klien atau afiliasi
tempat Akuntan bekerja;

4. Tidak mengungkap privasi (kerahasiaan) data dan informasi
klien yang diperoleh dari para ahli dan afiliasi bisnis di luar
lingkungan kerja atau afiliasi tempat Akuntan bekerja tanpa
persetujuan yang memadai dan tegas, kecuali jika ada hak
atau kewajiban yang sah atau utama untuk mengungkapnya;
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Tidak memanfaatkan privasi (kerahasiaan) data dan
informasi klien yang diperoleh dari hubungan profesional
dan hubungan bisnis, baik untuk kepentingan pribadi atau
kepentingan pihak lain;

Tidak memanfaatkan privasi (kerahasiaan) data dan
informasi Kklien, baik yang diperoleh atau diperoleh dari
koneksi bisnis atau setelah koneksi bisnis berakhir;

Mencari cara yang dapat diterima untuk menjamin bahwa
angkatan kerja di bawah administrasinya, serta individu
yang memberikan arahan dan bantuan utama,
mempertahankan kewajiban Akuntansi untuk menjaga
privasi (kerahasiaan) data dan informasi klien.

Prinsip kerahasiaan klien merupakan salah satu bentuk

pengamanan demi kepentingan publik karena bekerja dengan
penyampaian data secara bebas dari klien atau afiliasi
tempatnya bekerja kepada Akuntan dengan pemahaman bahwa
data tersebut tidak akan diungkapkan kepada pihak luar.
Namun demikian, berikut ini adalah kondisi-kondisi yang mana
seorang Akuntan harus mengungkapkan atau mungkin
memenuhi syarat untuk mengungkapkan (IAl, 2023):

1.

Pengungkapan disyaratkan oleh hukum, misalnya:

a. Pembuatan dokumen atau ketentuan lainnya atas bukti
dalam proses hukum;

b. Pengungkapan kepada otoritas public yang berwenang
atas terjadinya indikasi

Pengungkapan diizinkan oleh hukum dan diperkenankan

oleh klien atau afiliasi tempatnya bekerja;

Terhadap kewajiban atau hak professional untuk

mengungkapkan, jika tidak dilarang oleh hukum:

a. Untuk mematuhi penelaahan mutu oleh afiliasi profesi;

b. Untuk merespon pertanyaan atau investigasi oleh afiliasi
profesi atau badan regulator;

c. Untuk melindungi kepentingan professional Akuntan
dalam proses hukum;

d. Untuk mematuhi standar professional dan standar
teknis, termasuk persyaratan etika.

13



Dalam menentukan apakah akan mengungkap data rahasia
atau tidak, Akuntan mempertimbangkan kondisi terkait termasuk:

1. Apakah kepentingan semua pihak akan dirugikan, termasuk
pihak luar yang kepentingannya terkena dampak, dengan
asumsi klien atau afiliasi yang memanfaatkan menyetujui
pengungkapan data tersebut;

2. Apakah semua data yang berlaku diketahui dan didukung
oleh bukti yang kuat, hingga tingkat yang masuk akal.
Faktor-faktor = yang mempengaruhi pilihan untuk
mengungkapkan meliputi:

a. Realitas tidak didukung oleh bukti yang kuat;
b. Data yang kurang;
c. Tujuan yang tidak didukung oleh bukti yang kuat.

3. Surat menyurat yang digunakan dan pihak-pihak yang
menerima surat menyurat tersebut;

4, Apakah  pertemuan yang  direncanakan  melalui
korespondensi merupakan penerima manfaat yang tepat.

Akuntan harus tetap mematuhi pedoman klasifikasi bahkan
setelah berakhirnya perikatan antara Akuntan dengan klien atau
afiliasi tempat dia bekerja. Saat berganti posisi atau mendapatkan
klien baru, Akuntan berhak memanfaatkan pengalaman masa laly,
namun tidak diperbolehkan memanfaatkan atau mengungkap data
rahasia yang diperoleh dari koneksi pakar atau bisnis (IAl, 2023).

1.14 Perilaku Profesional
Akuntan harus mematuhi standar profesional, yang
mengharapkan untuk:

1. Setuju dengan peraturan dan pedoman yang berlaku;

2. Bertindak secara andal dengan kewajiban yang baik untuk
bertindak demi Kkepentingan umum dalam setiap
pergerakan dan hubungan bisnis yang baik;

3. Menjauhkan diri dari perilaku apa pun yang diketahui atau
seharusnya disadari oleh Akuntan yang dapat mencemarkan
nama baik profesinya.
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Akuntan tidak boleh mengambil bagian dalam bisnis,
pekerjaan, atau tindakan apa pun yang diketahui merugikan atau
dapat merusak kredibilitas atau reputasi baik profesi, dan
dampaknya bertentangan dengan prinsip etika Akuntan yang
berlaku. Perilaku yang mungkin akan merusak profesi termasuk
perilaku yang, menurut pihak yang rasional dan memiliki informasi
yang memadai, pasti akan menganggap bahwa cara berperilaku
tersebut berdampak buruk terhadap reputasi besar profesi Akuntan
tersebut.

Saat melakukan promosi atau pemasangan iklan, Akuntan
dilarang mencemarkan nama baik profesinya. Akuntan harus
mengatakan yang sebenarnya dan berterus terang, dan tidak
melakukan hal-hal berikut ini:

1. Memberikan pernyataan yang salah tentang kecakapan
administrasi yang dapat diberikan, kemampuan yang
dimiliki, atau pengalaman yang telah diperoleh;

2. Memberikan ungkapan-ungkapan yang meremehkan atau
melakukan pemeriksaan yang tidak didukung dengan akibat
kerja kelompok lain.

Jika Akuntan merasa agak khawatir tentang kelayakan suatu
jenis publikasi atau promosi lainnya, Akuntan disarankan untuk
berkomunikasi dengan afiliasi ahli yang relevan dengan bidang ilmu
akuntansi (1Al 2023).

1.15 Kerangka Kerja Konseptual

Kondisi yang dihadapi oleh Akuntan dalam menyelesaikan
pekerjaannya mungkin menimbulkan bahaya terhadap konsistensi
terhadap standar moral mendasar. Serangkaian aturan umum
menerapkan prasyarat material penerapan, termasuk sistem yang
masuk akal, untuk membantu Akuntan dalam mengumpulkan
standar moral mendasar dan memenuhi kewajiban mereka untuk
bertindak dalam menjaga kepentingan publik. Kebutuhan dan
materi penerapan ini memerlukan realitas dan kondisi yang
berbeda, termasuk latihan, kepentingan, dan hubungan pakar yang
berbeda-beda yang menimbulkan bahaya terhadap konsistensi
terhadap standar moral yang penting. Terlebih lagi, persyaratan dan
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materi lamaran seperti itu menghalangi Akuntan untuk berpikir
bahwa keadaan seperti itu diperbolehkan secara eksklusif
mengingat fakta bahwa hal tersebut tidak secara eksplisit dihalangi
oleh seperangkat aturan yang menyeluruh.
Kerangka Kkerja konseptual menetapkan metodologi bagi
Akuntan (IAl, 2023) yaitu:
1. Mengenali bahaya agar konsisten dengan standar etika
mendasar;
2. Menilai bahaya yang diketahui;
3. Mengatasi bahaya dengan  menghilangkan atau
menguranginya hingga tingkat yang memuaskan.

1.16 Tantangan dalam Menerapkan Kode Etik

Akuntan
Menerapkan kode etik Akuntan di Indonesia dapat
menimbulkan tantangan. Berikut ini beberapa tantangan yang
mungkin akan dihadapi oleh seorang Akuntan:

1. Benturan Kepentingan: Akuntan seringkali dihadapkan
pada situasi dimana mematuhi prinsip tanpa harus
bertentangan dengan kepentingan klien. Pada kondisi
seperti ini, Akuntan diharapkan dapat mengambil
keputusan secara adil dan menjaga integritasnya.

2. Tekanan  Eksternal: = Akuntan  kemungkinan akan
menghadapi situasi dimana ada tekanan dari pihak luar,
seperti tekanan dari manajemen perusahaan atau Kklien,
yang mendorong Akuntan untuk melanggar prinsip etika
demi keuntungan pribadi atau organisasi. Akuntan harus
memiliki pendirian dan keberanian untuk melawan tekanan
ini dan tetap menjaga etika akuntan.

3. Kompleksitas Peraturan: Tiga organisasi profesi Akuntan di
Indonesia telah membuat kode etik Akuntan secara
kompleks. Akuntan harus memahami dan mematuhi kode
etik Akuntan sekaligus berpegang pada standar dan prinsip
etika secara umum. Dalam pelaksanaan menjalankan kode
etik Akuntan, tentu saja ada tantangan yang harus dihadapi
oleh seorang Akuntan.

16



4. Kurangnya Kesadaran: Akuntan perlu mengikuti pelatihan
atau Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) untuk
meningkatkan kesadaran akan pentingnya kode etika
Akuntan. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya
pelanggaran etika secara tidak sengaja karena Akuntan
tidak mengetahui kode etik Akuntan secara menyeluruh.

5. Teknologi dan Etika: Dengan adanya perkembangan dan
kemajuan teknologi, Akuntan mendapat tantangan baru
dalam menerapkan kode etik Akuntan, seperti kemungkinan
terdapat risiko kebocoran data dan informasi yang dapat
mengancam kerahasiaan data dan informasi klien. Akuntan
perlu memastikan bahwa Akuntan memahami dan
mematuhi etika terkait penggunaan teknologi dalam praktik
profesionalnya.

Diperlukan pelatihan atau Pendidikan Profesional
Berkelanjutan (PPL) untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen
yang tinggi untuk menghadapi tantangan dalam membangun
praktik dalam menjalankan kewajiban professional sebagai seorang
Akuntan, (IAI, 2023).
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BAB 2
RUANG LINGKUP DAN PRINSIP-
PRINSIP ETIKA PROFESI AKUNTAN

Oleh Thetty Surienty Rajagukguk

2.1 Pendahuluan
2.1.1 Definisi Etika Profesi Akuntan

Profesi Akuntan di Indonesia memiliki Tiga Asosiasi yang
diakui oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). IAI adalah organisasi
profesi akuntan tertua dan terbesar di Indonesia, didirikan pada 23
Desember 1957, diakui secara resmi oleh pemerintah sebagai satu-
satunya organisasi profesi akuntan di Indonesia melalui Keputusan
Menteri Keuangan No. 263/KMK.01/2014. Bertanggung jawab
untuk mengembangkan dan menegakkan standar akuntansi di
Indonesia. Selanjutnya Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).
IAPI didirikan pada 24 Mei 2007 sebagai asosiasi profesi khusus
untuk akuntan publik, diakui oleh pemerintah melalui Peraturan
Menteri Keuangan No. 443/KMK.01/2011. Bertanggung jawab
untuk mengatur dan mengawasi profesi akuntan publik di
Indonesia, mengelola sertifikasi Certified Public Accountant (CPA)
Indonesia. Dan yang ketiga adalah Institut Akuntan Manajemen
Indonesia (IAMI). IAMI adalah asosiasi profesi untuk akuntan
manajemen di Indonesia, didirikan pada 1 Mei 2008, diakui oleh
pemerintah sebagai asosiasi profesi akuntan manajemen melalui
Keputusan Menteri Keuangan No. 1681/KM.1/2015. Fokus pada
pengembangan dan sertifikasi akuntan manajemen, termasuk
sertifikasi Chartered Accountant (CA).

Masing-masing asosiasi memiliki fokus dan tanggung jawab
yang berbeda, namun semuanya bertujuan untuk meningkatkan
kualitas dan integritas profesi akuntan di Indonesia. Anggota dari
asosiasi-asosiasi ini diharapkan untuk mematuhi kode etik dan
standar profesional yang ditetapkan, serta terus meningkatkan
kompetensi mereka melalui pendidikan profesional berkelanjutan.
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Ketiga asosiasi ini memiliki peran penting dalam mengatur,

mengembangkan, dan menjaga standar profesionalisme akuntan di

Indonesia. Mereka bekerja sama dengan pemerintah dan badan

regulasi lainnya untuk memastikan bahwa profesi akuntan di

Indonesia memenuhi standar internasional dan berkontribusi pada

perkembangan ekonomi nasional. Etika profesi akuntan adalah

seperangkat prinsip moral dan standar perilaku yang mengatur
tindakan dan keputusan para akuntan dalam menjalankan tugas
profesionalnya. Pada kepatuhan kode etik dalam kode etik Ikatan
Akuntan Indonesia (IAI) Seksi 100.2 menulis bahwa kepercayaan
terhadap profesi akuntansi adalah alasan mengapa perusahaan,
pemerintah, dan lembaga lain mempekerjakan akuntan untuk
berbagai tugas, seperti pelaporan keuangan dan korporat, asurans,
dan tugas profesional lainnya. Akuntan mengakui dan memahami
bahwa kepercayaan ini didasarkan pada kemampuan dan nilai yang
dibawa oleh akuntan ke dalam pekerjaan mereka, serta kepatuhan
mereka terhadap prinsip etika dan standar profesi. Penerapan
kemampuan dan nilai ini memungkinkan Akuntan untuk
memberikan nasihat atau keluaran lain yang memenuhi tujuan
penggunaan Akuntan, dan keluaran tersebut dapat diandalkan oleh
pengguna yang dituju. Kode etik (Prinsip Dasar Etika Seksi 110,
Efektif 1 JAnuari 2024) mencakup Lima prinsip dasar etika untuk
Akuntan sebagai elemen kunci yakni terdiri atas :

1. Integritas adalah Akuntan harus lugas dan jujur serta
transparan dalam semua urusan profesional.

2. Objektivitas adalah keputusan dan penilaian harus dibuat tanpa
bias atau konflik kepentingan, bebas dari kepentingan atau
pengaruh serta ketergantungan yang tidak semestinya
terhadap individu, organisasi, teknologi atau faktor lain.

3. Kompetensi dan kehati-hatian profesional yakni Akuntan
harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang
memadai serta terus memperbarui kemampuan mereka.

4. Kerahasiaan, dimana seorang Akuntan harus menjaga
Informasi klien dan harus dijaga kerahasiaannya kecuali ada
kewajiban hukum untuk mengungkapkannya.
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5. Perilaku profesional yakni Akuntan harus mematuhi hukum
dan peraturan yang berlaku serta menghindari tindakan
yang dapat mendiskreditkan profesi.

Selain itu, Kode Etik IAI 2021 juga menekankan beberapa
elemen penting, seperti bahwa akuntan harus mengidentifikasi,
mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada
prinsip-prinsip dasar etika dengan menggunakan kerangka
konseptual. Untuk akuntan yang melakukan perikatan asurans,
seperti audit, sangat penting untuk tetap independen. Dan akuntan
harus bertindak untuk kepentingan umum, bukan hanya untuk
memenuhi kebutuhan klien atau organisasi. Dalam melakukan
pekerjaan mereka, akuntan, terutama mereka yang bekerja untuk
perusahaan audit dan asurans lainnya, harus menunjukkan
skeptisisme profesional. Untuk memberikan layanan berkualitas
tinggi, akuntan harus terus mengembangkan dan memperbarui
kompetensi profesionalnya. Etika dalam era digital, memiliki kode
etik juga mempertimbangkan tantangan etika yang muncul dari
perkembangan teknologi dan digitalisasi dalam praktik akuntansi.
Definisi dan prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa
akuntan profesional menjalankan tugas mereka dengan standar
etika tertinggi, menjaga kepercayaan publik terhadap profesi, dan
memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan ekonomi.
Pentingnya Etika dalam Profesi Akuntan, etika profesi ini bertujuan
untuk menjaga kepercayaan publik terhadap profesi akuntan,
memastikan kualitas layanan yang tinggi, dan melindungi
kepentingan klien serta masyarakat umum.

2.1.2 Pentingnya Etika dalam Profesi Akuntan

Etika memainkan peran yang sangat penting dalam profesi
akuntan. Hal berikut merupakan penjelasan mengapa etika sangat
crucial dalam profesi ini adalah merupakan kepercayaan publik,
akuntan mengelola dan melaporkan informasi keuangan yang kritis,
kepercayaan publik terhadap laporan keuangan bergantung pada
integritas akuntan, etika yang kuat membangun dan
mempertahankan kepercayaan ini. Integritas Pasar Keuangan,
laporan keuangan yang akurat dan dapat diandalkan penting untuk
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fungsi pasar yang efisien, perilaku etis akuntan memastikan
informasi yang disajikan mencerminkan realitas ekonomi.

Perlindungan kepentingan stakeholder, investor, kreditor,
dan pemangku kepentingan lainnya mengandalkan informasi
keuangan untuk pengambilan keputusan, etika memastikan
kepentingan semua pihak terlindungi, bukan hanya kepentingan
klien atau pemberi kerja. Profesionalisme dan Reputasi, perilaku etis
meningkatkan status dan reputasi profesi akuntan, membantu
membedakan akuntan profesional dari sekadar "pembukuan".
Pencegahan Kecurangan dan Manipulasi, etika yang kuat bertindak
sebagai garis pertahanan melawan tekanan untuk memanipulasi
laporan keuangan, membantu mencegah dan mendeteksi
kecurangan keuangan.

Kualitas Layanan, komitmen terhadap etika mendorong
akuntan untuk terus meningkatkan kompetensi mereka,
menghasilkan layanan berkualitas tinggi kepada klien dan publik.
Kepatuhan Hukum dan Regulasi, banyak standar etika sejalan
dengan persyaratan hukum dan regulasi, membantu akuntan dan
klien mereka mematuhi peraturan yang berlaku. Pengelolaan
Konflik Kepentingan, etika memberikan panduan dalam situasi di
mana mungkin ada konflik kepentingan, membantu akuntan
membuat keputusan yang tepat dalam situasi yang kompleks.

Tanggung Jawab Sosial, akuntan memiliki peran penting
dalam memastikan akuntabilitas organisasi, etika mendorong
pertimbangan dampak sosial dan lingkungan dari keputusan bisnis.
Pengambilan Keputusan yang Baik, sesuai prinsip-prinsip etika
memberikan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan yang
konsisten dan bertanggung jawab. Independensi dan Objektivitas,
etika menekankan pentingnya independensi, terutama dalam audit,
memastikan penilaian profesional tidak dipengaruhi oleh
kepentingan pribadi atau eksternal. Kerahasiaan dan Kepercayaan
Klien, menjaga kerahasiaan informasi klien adalah aspek kunci dari
etika akuntan, embangun dan mempertahankan hubungan
kepercayaan dengan klien. Perkembangan Berkelanjutan Profesi,
etika mendorong pembelajaran dan pengembangan profesional
yang berkelanjutan, membantu profesi tetap relevan dan dihormati
seiring waktu. Mengatasi Dilema Etis, memberikan panduan dalam
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situasi di mana tidak ada jawaban yang jelas atau mudah,
membantu akuntan menavigasi "area abu-abu" dalam praktik
profesional. Mencegah Skandal Keuangan, banyak skandal keuangan
besar melibatkan pelanggaran etika. Etika yang kuat dapat
membantu mencegah kejadian serupa di masa depan.

2.2 Penerapan Prinsip-Prinsip Etika dalam Praktik
2.2.1 Identifikasi Ancaman terhadap Prinsip Etika

Ancaman-ancaman ini dapat membahayakan integritas dan
profesionalisme seorang akuntan. Berikut adalah beberapa jenis
ancaman utama yakni terdiri atas ancaman kepentingan pribadi,
terjadi ketika kepentingan finansial atau pribadi akuntan
bertentangan dengan tugasnya, contoh: memiliki investasi
signifikan di perusahaan klien. Ancaman Self-review akan muncul
ketika akuntan mengevaluasi hasil pekerjaan mereka sendiri atau
rekan satu firma, contoh: melakukan audit terhadap laporan
keuangan yang telah disusun oleh firma yang sama.

Ancaman Advokasi akan terjadi ketika akuntan
mempromosikan posisi klien hingga objektivitas terancam, contoh:
mewakili klien dalam sengketa pajak dengan otoritas perpajakan.
Ancaman Kedekatan akan muncul dari hubungan yang terlalu dekat
dengan klien atau pihak terkait. Contoh: memiliki hubungan
keluarga dengan eksekutif perusahaan klien. Ancaman Intimidasi
akan terjadi ketika akuntan dihalangi untuk bertindak objektif
karena tekanan nyata atau tersirat. Contoh: ancaman pergantian
auditor jika tidak setuju dengan perlakuan akuntansi tertentu.

Ancaman Kompetensi akan muncul ketika akuntan tidak
memiliki keahlian atau pengalaman yang cukup untuk tugas
tertentu. Contoh: Menerima penugasan di industri yang kompleks
tanpa pemahaman yang memadai. Ancaman Kerahasiaan akan
terjadi ketika ada risiko pengungkapan informasi rahasia klien.
Contoh: Tekanan untuk membocorkan informasi keuangan rahasia
kepada pihak ketiga. Untuk mengatasi ancaman-ancaman ini,
akuntan profesional harus selalu waspada terhadap situasi yang
dapat menimbulkan ancaman. Mengevaluasi signifikansi ancaman
yang teridentifikasi. Menerapkan pengamanan yang tepat untuk
menghilangkan atau mengurangi ancaman ke tingkat yang dapat
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diterima. Jika pengamanan tidak cukup, akuntan mungkin perlu
mengundurkan diri dari penugasan atau menolak klien tertentu.

2.2.2 Evaluasi Signifikansi Ancaman

Evaluasi signifikansi ancaman adalah langkah penting dalam
menjaga integritas profesi akuntan. Proses ini membantu akuntan
menentukan seberapa serius suatu ancaman dan apakah tindakan
lebih lanjut diperlukan. Berikut adalah cara mengevaluasi
signifikansi ancaman dengan identifikasi jenis ancaman yaitu
dengan kenali jenis ancaman yang dihadapi (kepentingan pribadi,
self-review, advokasi, dll.). Pahami karakteristik spesifik dari
ancaman tersebut. Pertimbangkan Faktor Kualitatif: Analisis
konteks dan sifat penugasan. Evaluasi hubungan dengan klien atau
pihak terkait.

Pertimbangan dampak potensial terhadap objektivitas dan
independensi dengan ukur faktor kuantitatif jika memungkinkan,
ukur dampak finansial dari ancaman, pertimbangkan besaran relatif
terhadap fee audit atau pendapatan firma, gunakan Kerangka
Penilaian Risiko: Banyak organisasi profesi akuntan menyediakan
kerangka kerja untuk menilai risiko, gunakan skala (misalnya
rendah, sedang, tinggi) untuk mengkategorikan tingkat ancaman.

Konsultasi dengan rekan atau komite etik dengan diskusikan
situasi dengan rekan senior atau komite etik jika tersedia, dapatkan
perspektif objektif dari pihak ketiga yang tidak terlibat langsung.
Pertimbangkan Persepsi Publik lakukan evaluasi bagaimana situasi
ini akan dipandang oleh pihak ketiga yang rasional dan terinformasi.
Pertimbangkan dampak potensial terhadap reputasi profesi dengan
analisis tren historis, pertimbangkan apakah ancaman ini
merupakan kejadian terisolasi atau bagian dari pola. Evaluasi
efektivitas tindakan pencegahan sebelumnya jika relevan.
Pertimbangkan konteks regulasi, evaluasi ancaman dalam konteks
peraturan dan standar profesi yang berlaku. Pertimbangkan
konsekuensi hukum atau regulasi yang mungkin timbul.

Dokumentasikan Proses Evaluasi yakni catat semua
pertimbangan dan keputusan yang dibuat, dokumentasi ini penting
untuk review internal dan eksternal jika diperlukan. Tetapkan
Ambang Batas dengan tentukan pada level mana ancaman dianggap
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signifikan dan memerlukan tindakan. Ambang batas ini harus
konsisten dengan standar profesi dan kebijakan firma. Setelah
mengevaluasi signifikansi ancaman, akuntan dapat memutuskan
tindakan yang tepat, seperti menerapkan pengamanan tambahan,
menolak atau mengundurkan diri dari penugasan, atau mencari
panduan lebih lanjut dari badan profesional.

2.2.3 Penerapan Pengamanan
Penerapan pengamanan adalah langkah krusial dalam
mengelola ancaman terhadap prinsip etika profesi akuntan.

Pengamanan ini bertujuan untuk menghilangkan atau setidaknya

mengurangi ancaman ke tingkat yang dapat diterima. Berikut

adalah penjelasan tentang penerapan pengamanan:

Jenis-jenis Pengamanan:

1. Pengamanan yang diciptakan oleh profesi, legislasi, atau
regulasi, persyaratan pendidikan dan pelatihan profesional
berkelanjutan, Standar profesional dan kode etik,
Pemantauan eksternal dan proses disipliner.

2. Pengamanan dalam lingkungan kerja, sistem pengendalian
mutu firma, Kebijakan dan prosedur internal, struktur
organisasi yang mendukung perilaku etis.

3. Pengamanan Spesifik untuk Penugasan dengan melakukan
Rotasi personel, penggunaan tim review independen,
Konsultasi dengan pihak ketiga yang independen

Langkah-langkah Penerapan Pengamanan:

1. Identifikasi pengamanan yang sesuai, pilih pengamanan
yang paling relevan dengan ancaman yang dihadapi,
pertimbangkan efektivitas pengamanan dalam konteks
spesifik.

2. Implementasi pengamanan, terapkan pengamanan secara
konsisten dan menyeluruh, pastikan semua personel yang
terlibat memahami dan mematuhi pengamanan.

3. Dokumentasi, catat pengamanan yang diterapkan dan
alasan pemilihannya, dokumentasikan proses implementasi
dan hasil yang diharapkan.
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4. Pemantauan Efektivitas, evaluasi secara berkala apakah
pengamanan efektif mengurangi ancaman, lakukan
penyesuaian jika diperlukan.

5. Komunikasi, informasikan pengamanan yang diterapkan
kepada pihak-pihak terkait, pastikan transparansi dalam
proses penerapan pengamanan. Contoh Penerapan
Pengamanan, untuk ancaman kepentingan pribadi,
mengungkapkan konflik kepentingan kepada klien dan
memperoleh persetujuan, melepaskan kepentingan finansial
yang berpotensi menimbulkan konflik. Untuk Ancaman Self-
review, menugaskan tim yang berbeda untuk jasa audit dan
non-audit, melibatkan reviewer independen untuk
memeriksa pekerjaan. Untuk Ancaman kedekatan, rotasi
personel senior dalam tim audit, membatasi interaksi
personal dengan klien. Untuk Ancaman Intimidasi,
mendokumentasikan semua upaya intimidasi, melibatkan
komite etik atau manajemen senior dalam pengambilan
keputusan. Evaluasi Pasca-Implementasi dengan lakukan
review berkala terhadap efektivitas pengamanan, sesuaikan
atau tingkatkan pengamanan jika diperlukan. Pelatihan dan
Kesadaran dengan berikan pelatihan regular kepada staf
tentang penerapan pengamanan, tingkatkan kesadaran akan
pentingnya pengamanan dalam menjaga integritas profesi.
Penerapan pengamanan yang efektif membutuhkan
komitmen dari seluruh anggota organisasi dan harus
menjadi bagian integral dari budaya etika dalam profesi
akuntan.

2.3 Kode Etik Profesi Akuntan

Kode Etik IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) dan Kode Etik IFAC
(International Federation of Accountants). Kedua kode etik ini sangat
penting dalam mengatur perilaku profesional akuntan di Indonesia
dan secara internasional.
2.3.1 Kode Etik IAI (Ikatan Akuntan Indonesia)

Kode Etik IAl adalah panduan etika untuk akuntan
profesional di Indonesia. Berikut adalah poin-poin utamanya:
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. Prinsip dasar seperti kejujuran, objektivitas, kemampuan, kehati-

hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku professional.

. Aturan Etika terdiri atas independensi akuntan harus bebas dari

pengaruh yang dapat mengacaukan kejujuran.

. Tanggung jawab profesi akuntan harus melaksanakan tanggung

jawab profesionalnya dengan integritas dan objektivitas.
Kepentingan publik, akuntan harus mementingkan kepentingan
publik dalam setiap tindakannya.

Interpretasi aturan etika memberikan panduan lebih rinci
tentang penerapan prinsip-prinsip etika dalam situasi spesifik.
Tata Cara Penegakan Kode Etik, mengatur prosedur untuk
menangani pelanggaran kode etik.

Sanksi, menetapkan sanksi bagi anggota yang melanggar kode
etik.

2.3.2 Kode Etik IFAC (International Federation of Accountants)

Kode Etik IFAC adalah standar etika internasional yang

diadopsi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Poin-poin
utamanya meliputi:

1.

Prinsip Fundamental terdiri atas integritas, objektivitas,
kompetensi profesional dan kecermatan, kerahasiaan, perilaku
profesional

Kerangka konseptual pendekatan untuk mengidentifikasi,
mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan
pada prinsip fundamental.

Independensi standar khusus untuk independensi dalam audit
dan perikatan asurans.

Aplikasi kerangka konseptual, panduan tentang bagaimana
menerapkan kerangka konseptual dalam berbagai situasi.
Konflik kepentingan, panduan untuk mengelola dan mengatasi
konflik kepentingan.

Komunikasi dengan those charged with governance, pentingnya
komunikasi yang efektif dengan pihak yang bertanggung jawab
atas tata kelola.

Non-compliance with Laws and Regulations (NOCLAR),
tanggung jawab akuntan ketika menghadapi ketidakpatuhan
terhadap hukum dan peraturan.
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Perbandingan kode etik IAI lebih spesifik untuk konteks
Indonesia, sementara kode etik IFAC bersifat lebih universal dan
diadopsi secara internasional. IAI mengadopsi banyak elemen dari
Kode Etik IFAC, namun menyesuaikannya dengan kebutuhan dan
kondisi di Indonesia. Kedua kode etik menekankan prinsip-prinsip
dasar yang sama, menunjukkan konsensus global tentang nilai-nilai
etika dalam profesi akuntan. Pemahaman dan penerapan kedua
kode etik ini sangat penting bagi akuntan profesional di Indonesia
untuk memastikan praktik yang etis dan sesuai dengan standar
nasional dan internasional.

2.4 Tantangan Etika dalam Profesi Akuntan

Tantangan etika dalam profesi akuntan, khususnya
mengenai konflik kepentingan, tekanan dari klien atau manajemen,
dan perkembangan teknologi dan etika.

1. Konflik Kepentingan, Konflik kepentingan terjadi ketika seorang
akuntan memiliki kepentingan profesional atau pribadi yang
bertentangan dengan tugas profesionalnya. Aspek utama yaitu
Identifikasi konflik secara hubungan finansial dengan Kklien,
kepentingan bisnis yang tumpang tindih, dan Hubungan pribadi
dengan klien atau manajemen.

Penanganan konflik dengan pengungkapan kepada pihak
terkait, penerapan pengamanan, seperti review independen,
pengunduran diri dari penugasan jika konflik tidak dapat
diatasi. Dan tantangannya adalah mengenali konflik yang
terselubung, menjaga objektivitas dalam situasi kompleks,
mengelola persepsi konflik, bahkan jika konflik aktual tidak ada.

2. Tekanan dari klien atau manajemen, Akuntan sering
menghadapi tekanan untuk mengompromikan standar etika
mereka. Aspek utama yakni melalui Jenis tekanan dengan
Manipulasi laporan keuangan, pengabaian prosedur audit
penting, penghapusan atau modifikasi temuan audit. Sumber
tekanan yaitu berasal dari manajemen perusahaan, Pemilik
atau dewan direksi, Klien audit eksternal. Strategi mengatasi
yakni dengan komunikasi yang jelas tentang tanggung jawab
etis, dokumentasi semua diskusi dan keputusan, eskalasi ke
tingkat manajemen yang lebih tinggi atau komite audit,
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pengunduran diri dari penugasan jika diperlukan. Tantangan
adalah dengan menjaga independensi di bawah tekanan
finansial, mengelola hubungan klien sambil mempertahankan
integritas, mmengatasi ancaman terhadap kelangsungan
pekerjaan atau kontrak.

Perkembangan Teknologi dan Etika, dengan kemajuan
teknologi membawa tantangan etika baru bagi profesi
akuntan. Aspek utama adalah kerahasiaan data dengan
perlindungan informasi sensitif di era cloud computing,
manajemen akses dan keamanan data. Kecerdasan Buatan
(AI) dan otomatisasi memberikan ketergantungan pada
algoritma untuk analisis dan pengambilan keputusan,
memastikan  transparansi dan akuntabilitas dalam
penggunaan Al

Big Data dan analitik, Etika penggunaan dan interpretasi
data besar, Privasi dan persetujuan dalam pengumpulan
dan analisis data. Blockchain dan cryptocurrency merupakan
tantangan dalam audit dan pelaporan aset digital, Mengatasi
risiko pencucian uang dan kepatuhan regulasi, tanggung
jawab akuntan dalam melindungi data klien (cybersecurity).
Pelaporan dan manajemen risiko cyber. Tantangannya
adalah memastikan kompetensi teknologi  sambil
mempertahankan fokus pada etika, Menyeimbangkan
efisiensi  teknologi dengan penilaian profesional,
Mengadaptasi standar etika untuk mengakomodasi inovasi
teknologi, Mengatasi kesenjangan antara regulasi dan
perkembangan teknologi cepat. Untuk menghadapi
tantangan-tantangan ini, akuntan perlu secara terus
menerus memperbarui pengetahuan dan keterampilan
teknologi, mengembangkan kerangka etika yang fleksibel
namun kuat. Berkolaborasi dengan ahli teknologi dan
regulator dengan memprioritaskan transparansi dan
akuntabilitas dalam penggunaan teknologi, memelihara
skeptisisme profesional dalam menghadapi solusi teknologi
baru.
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2.5 Penegakan Etika Profesi Akuntan

Penegakan etika profesi akuntan, khususnya mengenai
peran organisasi profesi serta sanksi dan konsekuensi pelanggaran
etika.
2.5.1 Peran Organisasi Profesi

Organisasi profesi akuntan memainkan peran krusial dalam
penegakan etika. Berikut adalah aspek-aspek utama peran mereka:

1. Pengembangan dan pembaruan kode etik, merumuskan dan
memperbarui kode etik secara berkala, menyesuaikan standar
etika dengan perkembangan bisnis dan teknologi.

2. Edukasi dan pelatihan, menyelenggarakan program pendidikan
etika berkelanjutan, menyediakan sumber daya dan panduan
tentang isu-isu etika.

3. Pengawasan dan pemantauan, melakukan review praktik
anggota secara berkala, menerapkan sistem pelaporan
pelanggaran etika.

4. Investigasi dan Penegakan, menyelidiki dugaan pelanggaran
etika, membentuk komite etika untuk menangani kasus-kasus
pelanggaran.

5. Konsultasi dan Dukungan, menyediakan layanan konsultasi
etika bagi anggota, memberikan dukungan dalam situasi etika
yang kompleks.

6. Kerjasama dengan regulator, berkolaborasi dengan badan
pemerintah dalam penegakan standar, memberikan masukan
untuk pengembangan regulasi.

7. Promosi Profesi, meningkatkan citra profesi akuntan melalui
penegakan etika yang ketat, mengedukasi publik tentang
standar etika profesi akuntan

2.5.2 Sanksi dan Konsekuensi Pelanggaran Etika
Pelanggaran etika dapat mengakibatkan berbagai sanksi dan
konsekuensi:

1. Jenis Sanksi: baik dengan peringatan tertulis, denda finansial,
kewajiban mengikuti pelatihan etika tambahan, pembatasan
praktik professional, pencabutan keanggotaan atau lisensi
praktik, publikasi nama pelanggar (name and shame).
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. Proses penerapan sanksi, investigasi awal oleh komite etika,
hearing atau sidang etika, keputusan dan penentuan sanksi,
proses banding (jika tersedia).

. Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Sanksi, tingkat keseriusan
pelanggaran, dampak terhadap Kklien atau public, riwayat
pelanggaran sebelumnya, tingkat kerjasama selama proses
investigasi, upaya perbaikan yang dilakukan oleh pelanggar.

. Konsekuensi Tambahan, kerusakan reputasi professional,
kehilangan klien atau peluang bisnis, tuntutan hukum dari pihak
yang dirugikan, pengawasan lebih ketat di masa depan.

. Rehabilitasi, program pemulihan untuk pelanggar etika,
persyaratan untuk kembali mendapatkan keanggotaan atau
lisensi.

. Transparansi, publikasi keputusan sanksi (dengan pertimbangan
privasi), pelaporan tahunan tentang kasus-kasus etika dan
sanksi.

. Efek Jera, dalam konteks penegakan etika profesi akuntan. Efek
jera merupakan aspek penting dari sistem sanksi, bertujuan
untuk mencegah pelanggaran etika di masa depan, baik oleh
pelanggar maupun anggota profesi lainnya. Efek jera juga
bertujuan untuk mencegah pengulangan pelanggaran oleh
pelanggar, menghentikan potensi pelanggaran oleh anggota
profesi lainnya, memperkuat kesadaran akan pentingnya
kepatuhan etika.

Komponen Efek Jera terdiri atas:

a. Kepastian (Certainty) menjamin bahwa pelanggaran akan
terdeteksi, memastikan proses investigasi yang menyeluruh,
konsistensi dalam penerapan sanksi.

b. Kecepatan (Swiftness) yakni proses penanganan kasus yang
efisien, respon cepat terhadap laporan pelanggaran,
penerapan sanksi tanpa penundaan yang tidak perlu.

c. Keparahan (Severity) adanya sanksi yang proporsional
dengan pelanggaran, sanksi yang cukup berat untuk
mencegah pengulangan, peningkatan tingkat sanksi untuk
pelanggaran berulang
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Strategi Komunikasi yakni dengan publikasi kasus dan

sanksi tanpa mengidentifikasi individu (jika sesuai), penjelasan
detail tentang jenis pelanggaran dan alasan sanksi, penyebaran
informasi melalui buletin organisasi, seminar, dan pelatihan.
Analisis dan Pembelajaran dengan melakukan analisis tren
pelanggaran etika, mengidentifikasi area-area berisiko tinggi dalam
praktik professional, mengembangkan studi kasus berdasarkan
pelanggaran nyata untuk pelatihan.

1.
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Pendekatan Preventif melalui rogram mentoring untuk
profesional muda, simulasi dilema etika dalam pelatihan, hotline
konsultasi etika untuk anggota yang menghadapi situasi sulit,
hotline konsultasi etika untuk anggota yang menghadapi situasi
sulit.

Pengukuran efektivitas, melacak tingkat pelanggaran etika dari
waktu ke waktu, survei persepsi anggota tentang efektivitas
sanksi, evaluasi berkala terhadap sistem penegakan etika.
Integrasi dengan sistem regulasi, koordinasi dengan regulator
industri untuk penguatan efek jera, pertukaran informasi
tentang tren pelanggaran dengan badan pengawas.

Rehabilitasi dan reintegrasi, program rehabilitasi yang fokus
pada pemahaman dan internalisasi etika, sistem pemantauan
pasca-sanksi untuk memastikan kepatuhan, kesempatan untuk
pemulihan reputasi melalui perilaku etis yang konsisten.
Transparansi proses yaitu dengan publikasi prosedur
penegakan etika, laporan tahunan tentang jumlah dan jenis
kasus yang ditangani, keterbukaan tentang kriteria penentuan
sanksi, penguatan budaya etika menggunakan kasus-kasus
sebagai bahan diskusi dalam pertemuan professional,
mendorong  whistleblowing yang bertanggung jawab,
menghargai dan mengakui praktik etika yang baik.

Adaptasi berkelanjutan dengan meninjau dan memperbarui
sistem sanksi secara berkala, menyesuaikan pendekatan
berdasarkan umpan balik dan efektivitas, mengantisipasi
tantangan etika baru dalam profesi. Efek jera yang efektif tidak
hanya bergantung pada ketegasan sanksi, tetapi juga pada
pembentukan budaya etika yang kuat dalam profesi akuntan.
Ini memerlukan pendekatan holistik yang menggabungkan



pendidikan, pencegahan, penegakan, dan rehabilitasi. Sanksi
dirancang untuk mencegah pelanggaran di masa depan,
komunikasi aktif tentang kasus dan sanksi kepada anggota
profesi. Konsistensi dan keadilan dengan penerapan sanksi
yang konsisten untuk kasus serupa, proses yang adil dan
transparan dalam penentuan sanksi.

Penegakan etika yang efektif memerlukan keseimbangan
antara ketegasan dalam menerapkan sanksi dan upaya untuk
mendidik serta meningkatkan kesadaran etika di kalangan
profesional akuntan. Tujuan akhirnya adalah untuk menjaga
integritas profesi dan melindungi kepentingan publik.

2.6 Kesimpulan

Ruang lingkup etika akuntan mencakup tindakan akuntan
dalam berbagai bidang pekerjaan, seperti akuntansi keuangan,
audit, perpajakan, dan konsultasi manajemen. Ini juga mencakup
perilaku profesional akuntan dalam berbagai bidang pekerjaan, baik
di sektor publik maupun swasta, dengan orang lain, regulator, klien,
dan masyarakat umum.

Prinsip etika untuk akuntan Integritas, akuntan harus jujur
dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis.
Objektivitas, akuntan tidak boleh terpengaruh oleh bias, konflik
kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain
dalam menilai pekerjaan mereka. Kompetensi dan kehati-hatian
profesional, akuntan harus mempertahankan pengetahuan dan
keahlian profesional mereka serta mematuhi standar teknis dan
profesional yang berlaku. Kerahasiaan, akuntan harus menjaga
informasi yang mereka peroleh dari hubungan bisnis dan
profesional tetap rahasia. Perilaku Profesional, akuntan harus
mematuhi hukum dan peraturan yang relevan dan tidak melakukan
apapun yang dapat mendiskreditkan profesi mereka.

Etika profesi akuntan sangat penting untuk membangun
kepercayaan publik terhadap profesi akuntan, menjamin kualitas
layanan yang diberikan oleh akuntan, melindungi klien dan
pemangku kepentingan lainnya, dan menjaga pasar keuangan dan
sistem ekonomi secara keseluruhan. Sulit untuk menerapkan etika
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profesi akuntan, menghadapi masalah etis dalam situasi yang
kompleks, tetap bebas dari tekanan dari berbagai pihak, dan
mengendalikan potensi konflik kepentingan.

Etika profesi akuntan sangat penting untuk menjaga
integritas dan kredibilitas profesi akuntan. Ini diawasi dan dihukum
oleh badan regulasi dan organisasi profesi, dan diterapkan dalam
pelatihan dan pendidikan etika yang berkelanjutan. Secara teratur
menerapkan prinsip-prinsip etika tidak hanya menjaga kepentingan
umum tetapi juga memastikan profesi akuntan akan bertahan dan
berkembang di masa depan.
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BAB 3
ETIKA PROFESI AKUNTAN
PERUSAHAAN

Oleh Nurchayati

3.1 Pendahuluan
Profesi akuntan memainkan peran krusial dalam mengelola
informasi keuangan perusahaan, memberikan keyakinan kepada
pemangku kepentingan mengenai keuangan dan kinerja organisasi.
Dalam konteks ini, etika profesi akuntan menjadi fondasi utama
yang menentukan integritas, kejujuran, dan kualitas pelayanan yang
diberikan oleh para akuntan. Dalam era globalisasi dan ketatnya
persaingan bisnis, kepercayaan pemangku kepentingan, terutama
investor dan kreditor, terhadap informasi keuangan suatu
perusahaan menjadi kunci dalam pengambilan keputusan.
1. Pentingnya Etika Profesi Akuntan
Profesi akuntan bukanlah sekadar seperangkat aturan yang
harus diikuti namun merupakan landasan moral yang
menunjukkan tanggung jawab akuntan terhadap kebenaran,
keadilan, dan transparansi informasi keuangan. Dengan
mengamalkan etika profesi, akuntan dapat menjaga kepercayaan
masyarakat dan pihak-pihak yang bergantung pada laporan
keuangan untuk mengambil keputusan strategis (Pierce, 2007).
2. Dampak Etika terhadap Reputasi Perusahaan
Reputasi perusahaan menjadi aset tak ternilai yang dapat
memberikan keunggulan kompetitif. Etika profesi akuntan tidak
hanya mencakup tanggung jawab individu, tetapi juga memiliki
dampak langsung pada citra dan reputasi perusahaan secara
keseluruhan. Praktik akuntansi yang transparan dan jujur akan
meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, sementara
pelanggaran etika dapat merusak reputasi perusahaan dan
berpotensi menimbulkan konsekuensi yang serius (Jaljairam,
2017).
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3.2 Definisi Etika Profesi

1.
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Pengertian Etika

Etika adalah suatu cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai
moral, norma-norma, dan prinsip-prinsip moral yang mengatur
perilaku manusia (PPM SoM, 2023). Dalam konteks profesi
akuntan, etika merujuk pada seperangkat norma moral dan
nilai-nilai yang mengarahkan tindakan dan keputusan akuntan
dalam melaksanakan tugas (Colson, R, 2019). Etika profesi
akuntan tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap aturan dan
regulasi, tetapi juga melibatkan pertimbangan moral dalam
menghadapi situasi-situasi yang kompleks.

. Peran Etika dalam Profesi Akuntan

Peran etika dalam profesi akuntan sangat penting dalam
menjaga integritas dan kepercayaan pemangku kepentingan
terhadap informasi keuangan yang disajikan oleh akuntan
(Humphrey, C., & Lee, B, 2021). Etika membimbing akuntan
untuk bertindak secara jujur, adil, dan transparan, sehingga
dapat memberikan laporan keuangan yang akurat dan dapat
diandalkan. Lebih dari sekadar kepatuhan terhadap peraturan,
etika menjadi fondasi moral yang memastikan bahwa akuntan
bertanggung jawab atas dampak sosial dan ekonomi dari
keputusan dan tindakan mereka.

. Hubungan Etika dengan Tata Kelola Perusahaan

Etika profesi akuntan tidak dapat dipisahkan dari tata kelola
perusahaan yang baik. Akuntan seringkali berada di garis depan
dalam menyusun dan melaporkan informasi keuangan
perusahaan. Dengan mendasarkan tindakan mereka pada nilai-
nilai etika, akuntan dapat berkontribusi pada pembentukan tata
kelola perusahaan yang efektif dan transparan. Keputusan yang
diambil dengan bermoral akan memperkuat integritas
organisasi dan membantu mencegah praktik-praktik yang tidak
etis dalam lingkungan bisnis (Simons, K., 2018)



3.3 Kode Etik Profesi Akuntan
3.3.1 Pengantar Kode Etik

Kode Etik Profesi Akuntan adalah panduan moral yang
menetapkan standar perilaku dan tanggung jawab akuntan dalam
menjalankan tugas profesinya (AICPA, 2014). Kode Etik ini
mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang harus diikuti agar
praktik akuntansi dapat dilaksanakan dengan integritas,
keobjektivan, dan ketaatan terhadap prinsip-prinsip etika. Kode Etik
Profesi Akuntan memberikan dasar bagi akuntan untuk membuat
keputusan yang bermoral dan menjaga reputasi profesi.

3.3.2 Isi Kode Etik

1. Integritas
Integritas merupakan pilar utama dalam Kode Etik Profesi
Akuntan. Akuntan diharapkan untuk menjunjung tinggi
kejujuran, kejuangan, dan kepercayaan dalam semua aspek
pekerjaan mereka. Dengan memegang teguh prinsip integritas,
akuntan dapat memberikan laporan keuangan yang akurat dan
dapat diandalkan, serta mencegah terjadinya konflik kepentingan
yang dapat merugikan pemangku kepentingan (Accountants and
Accountants, 2010).

2. Objektivitas
Objektivitas menuntut akuntan untuk membuat keputusan dan
memberikan opini yang tidak dipengaruhi oleh konflik
kepentingan atau tekanan eksternal. Dalam konteks etika profesi
akuntan, objektivitas memberikan dasar untuk menyajikan
informasi keuangan yang netral dan adil, tanpa memihak pada
pihak tertentu. Akuntan harus menghindari konflik kepentingan
yang dapat mengurangi objektivitas mereka (Jenkins, Popova and
Sheldon, 2020).

3. Keprofesionalan
Keprofesionalan menekankan pentingnya akuntan untuk
menjalankan tugas mereka dengan kompetensi tinggi, mematuhi
standar profesional, dan terus mengembangkan pengetahuan
dan keterampilan mereka (Duska, Duska and Kury, 2018).
Dengan berfokus pada keprofesionalan, akuntan dapat
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memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi dan memenubhi
harapan pemangku kepentingan.

. Kerahasiaan

Kerahasiaan adalah prinsip yang mengharuskan akuntan untuk
menjaga kerahasiaan informasi yang mereka terima selama
menjalankan tugas mereka (Zheng, 2019). Dengan menjamin
kerahasiaan, akuntan dapat membangun kepercayaan antara
klien atau pihak yang dilayani dengan menghormati privasi dan
kepentingan mereka.

. Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan

Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan merupakan aspek
kritis dalam Kode Etik Profesi Akuntan. Akuntan diharapkan
untuk memahami dan mematuhi hukum serta regulasi yang
berlaku dalam praktik akuntansi, dengan menjaga kepatuhan,
akuntan dapat meminimalkan risiko hukum dan memberikan
laporan keuangan yang sah secara hukum (ACCA, 2023).

3.4 Tantangan Etika dalam Akuntansi Perusahaan

1.
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Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan merupakan tantangan etika dalam
akuntansi perusahaan yang dapat muncul ketika akuntan
berada di posisi yang memerlukan keputusan antara
kepentingan pribadi, kepentingan perusahaan, dan kepentingan
pihak-pihak lain. Contohnya adalah ketika seorang akuntan
memiliki investasi pribadi dalam perusahaan yang dia audit,
yang dapat mempengaruhi objektivitas dan integritasnya dalam
menyajikan laporan keuangan yang adil dan akurat (Simandhar,
2023).

Tekanan Keuangan

Tekanan keuangan dapat menjadi sumber tantangan etika
dalam akuntansi perusahaan, terutama ketika organisasi
menghadapi tekanan untuk mencapai target keuangan atau
kinerja tertentu. Akuntan dapat merasa tertekan untuk
mengambil tindakan yang tidak etis, seperti memanipulasi
laporan keuangan atau mengabaikan prinsip-prinsip akuntansi
yang benar, demi mencapai hasil finansial yang diharapkan oleh
manajemen atau pemangku kepentingan (Murphy, P. R, 2021).



3. Kompleksitas Transaksi Keuangan

Kompleksitas transaksi keuangan, terutama dalam lingkungan
bisnis yang kompleks dan global, dapat menimbulkan
tantangan etika bagi akuntan. Kesulitan dalam memahami dan
mengelola transaksi yang rumit dapat menyulitkan akuntan
dalam menjalankan tugas mereka secara adil dan objektif.
Terkadang, kompleksitas ini dapat menjadi celah untuk praktik-
praktik yang tidak etis atau manipulasi.

3.5 Dampak Pelanggaran Etika

1.

Risiko Reputasi

Pelanggaran etika dalam akuntansi perusahaan dapat
mengakibatkan risiko reputasi yang serius. Kepercayaan
pemangku kepentingan, seperti klien, investor, dan masyarakat
umum, dapat tergoncang apabila terungkapnya pelanggaran
etika. Reputasi perusahaan yang rusak dapat merugikan
hubungan bisnis, menurunkan nilai merek, dan mengakibatkan
penurunan kepercayaan dari para pemangku kepentingan, yang
mungkin sulit untuk dipulihkan (Weiss, 2016).

. Sanksi Hukum

Pelanggaran etika dalam akuntansi perusahaan dapat
mengakibatkan sanksi hukum yang signifikan. Badan pengawas
keuangan dan lembaga regulasi dapat memberlakukan denda,
larangan praktik, atau tindakan hukum lainnya terhadap
perusahaan dan individu yang terlibat dalam pelanggaran etika.
Sanksi hukum ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi
juga dapat merugikan reputasi perusahaan dan menyebabkan
ketidakstabilan organisasi (Weiss, 2016)

. Kerugian Keuangan

Pelanggaran etika dalam akuntansi perusahaan dapat
menyebabkan kerugian keuangan yang signifikan. Manipulasi
laporan keuangan, pengungkapan informasi yang menyesatkan,
atau tindakan-tindakan tidak etis lainnya dapat mengarah pada
penurunan nilai saham, penarikan investor, dan peningkatan
biaya pinjaman. Kerugian finansial ini dapat berdampak jangka
panjang terhadap stabilitas keuangan perusahaan dan
kemampuan untuk bersaing di pasar (Waddock, 2008).
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3.6 Strategi Menghadapi Tantangan Etika

1.
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Peningkatan Kesadaran Etika

Peningkatan kesadaran etika adalah langkah kunci untuk
menghadapi tantangan etika dalam akuntansi perusahaan.
Organisasi dapat mengimplementasikan program pendidikan
dan komunikasi secara rutin yang menekankan nilai-nilai etika,
prinsip-prinsip kode etik, serta memberikan contoh kasus etika
dalam konteks akuntansi. Kampanye kesadaran etika yang
terus-menerus dapat membantu para akuntan memahami
dampak positif dari tindakan bermoral dan membangun
budaya perusahaan yang konsisten dengan nilai etika (Fisher, C.
D, & Lovell, A, 2019)

. Pelatihan Etika Profesi

Pelatihan etika profesi merupakan strategi yang efektif untuk
membekali akuntan dengan pengetahuan dan keterampilan
yang diperlukan untuk menghadapi situasi etika. Pelatihan
dapat mencakup studi kasus, simulasi, dan diskusi kelompok
yang dirancang khusus untuk mengeksplorasi dilema etika yang
mungkin dihadapi dalam praktik akuntansi perusahaan.
Pelatihan etika profesi juga dapat membantu akuntan
mengidentifikasi potensi konflik kepentingan dan memberikan
pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip etika yang
berlaku (AAA., 2020).

. Mekanisme Pengaduan dan Penanganan Pelanggaran

Etika

Mekanisme pengaduan dan penanganan pelanggaran etika
merupakan langkah proaktif untuk memberikan saluran
komunikasi yang aman bagi para akuntan yang ingin
melaporkan dugaan pelanggaran etika. Organisasi dapat
mendirikan hotline etika, menyediakan formulir pengaduan
anonim, atau menetapkan komite etika yang bertanggung
jawab untuk menilai dan menangani pelanggaran etika. Dengan
adanya mekanisme ini, akuntan merasa lebih nyaman
melaporkan kecurigaan mereka tanpa takut adanya
pembalasan (Cohen, Pant and Sharp, 2001).



3.7 Studi Kasus

1. Contoh Pelanggaran Etika dalam Akuntansi Perusahaan
Kasus 1: Manipulasi Laporan Keuangan
Salah satu kasus yang sering terjadi adalah manipulasi laporan
keuangan. Dalam upaya menyajikan kinerja perusahaan yang
lebih baik dari kenyataannya, beberapa oknum akuntan
seringkali melakukan tindakan yang tidak etis, seperti
menyembunyikan kerugian atau menaikkan laba. Dampak
buruk dari tindakan ini bisa jadi sangat luas, mulai dari
kehilangan kepercayaan investor hingga merugikan para
pemegang saham.
Kasus 2: Penyalahgunaan Dana Perusahaan
Pelanggaran etika lain yang sering terjadi dalam profesi
akuntansi adalah penyalahgunaan dana perusahaan. Misalnya,
seorang akuntan mengalokasikan dana perusahaan untuk
kepentingan pribadinya atau mengalirkan dana secara tidak sah
kepada pihak ketiga. Hal ini jelas melanggar kode etik dan
meningkatkan risiko kerugian perusahaan secara signifikan.
Kasus 3: Konflik Kepentingan
Konflik kepentingan juga sering muncul dalam dunia akuntansi.
Ketika seorang akuntan memiliki hubungan pribadi atau
finansial dengan salah satu pihak yang berkepentingan, maka
integritasnya sebagai seorang profesional bisa terancam.
Akuntan harus dapat menjaga independensinya dan
menghindari segala bentuk ikatan yang bisa mempengaruhi
pemutusan keputusan secara objektif.
Kasus 4: Kasus Enron Corporation
Salah satu contoh kasus yang terkenal adalah kasus Enron
Corporation. Pada tahun 2001, perusahaan energi Amerika
Serikat, Enron Corporation, mengalami kebangkrutan yang
spektakuler setelah skandal akuntansi terbongkar. Skandal ini
melibatkan perbuatan manipulasi laporan keuangan yang
dilakukan oleh para eksekutif perusahaan untuk
menyembunyikan utang yang tinggi dan menghasilkan laba
palsu.
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2. Analisis dan Pembelajaran dari Kasus
Pelanggaran etika dalam profesi akuntansi memiliki dampak
yang serius tidak hanya bagi perusahaan dan para pemangku
kepentingan, tetapi juga bagi reputasi profesi secara
keseluruhan. Kepercayaan yang rusak akan sulit diperbaiki, dan
dampaknya dapat berlanjut jauh ke masa depan.
Dalam menghadapi kasus pelanggaran etika, peran regulator
dan pengawas sangat penting. Langkah-langkah tegas yang
diambil dalam menangani pelanggaran akan memberikan
sinyal kepada para pelaku bahwa konsekuensi dari tindakan
mereka tidaklah ringan.
Selain itu, penguatan pendidikan etika menjadi hal yang tak
terelakkan. Mahasiswa dan praktisi akuntansi perlu dibekali
dengan pengetahuan etika yang baik serta pemahaman tentang
konsekuensi buruk dari pelanggaran etika. Dengan
mengedepankan integritas dan Kkejujuran, kita dapat
memelihara Kkepercayaan masyarakat terhadap profesi
akuntansi dan membangun industri yang lebih kuat.
Analisis kasus Enron Corporation ini menunjukkan bahwa
manipulasi laporan keuangan dapat memiliki konsekuensi yang
serius bagi perusahaan dan masyarakat luas. Dampak yang
dialami oleh Enron Corporation antara lain adalah hilangnya
kepercayaan dari para investor, penurunan harga saham yang
drastis, dan kebangkrutan perusahaan.
Bagi masyarakat luas, kasus Enron Corporation ini juga
memberikan pelajaran yang berharga tentang pentingnya
transparansi dan kejujuran dalam pelaporan keuangan.
Kejadian ini mendorong adanya reformasi dalam praktik
akuntansi dan peraturan yang lebih ketat untuk mencegah
adanya manipulasi laporan keuangan di masa mendatang.

3.8 Peran Profesionalisme dalam Mempertahankan

Etika

1. Tanggung Jawab Profesional Akuntan
Tanggung jawab profesional akuntan merupakan poin kunci
dalam mempertahankan etika dalam praktik akuntansi
perusahaan. Profesionalisme mengharuskan akuntan untuk
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mengutamakan kepentingan publik, klien, dan pihak-pihak
terkait lainnya di atas kepentingan pribadi. Dalam menghadapi
dilema etika, akuntan harus berpegang pada prinsip-prinsip etika
profesi dan bertindak dengan integritas serta transparansi.
Melalui pemahaman yang mendalam terhadap kode etik,
akuntan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan
memastikan bahwa laporan Kkeuangan yang dihasilkan
mencerminkan kebenaran dan keadilan (Walters and Pergola,
2021).

2. Membangun Budaya Etika dalam Organisasi
Profesionalisme juga mendorong akuntan untuk berperan aktif
dalam membangun budaya etika dalam organisasi. Dengan
berperan sebagai agen perubahan, akuntan dapat
mempromosikan nilai-nilai etika, memfasilitasi pelatihan etika,
dan mendukung penerapan praktik-praktik etika dalam semua
tingkatan organisasi. Melibatkan seluruh anggota organisasi
dalam memahami dan menerapkan etika profesi akuntan
membantu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung
integritas dan moralitas (Mautz and Sharaf, 1961).

3.9 Kesimpulan

1. Integritas dan Etika sebagai Fondasi Profesi Akuntan
Integritas dan etika memegang peran sentral sebagai fondasi
profesi akuntan. Integritas mengarahkan akuntan untuk
bertindak dengan kejujuran, keterbukaan, dan konsistensi
dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Etika menjadi
panduan moral yang membimbing akuntan dalam menghadapi
dilema-dilema etika dan memastikan bahwa keputusan yang
diambil mencerminkan nilai-nilai moral yang tinggi. Fondasi ini
bukan hanya sekadar aturan-aturan formal, tetapi menciptakan
dasar yang kokoh untuk membangun kepercayaan pemangku
kepentingan dan menjaga integritas profesi akuntan.

2. Pentingnya Kode Etik dalam Menjamin Kualitas
Akuntansi
Kode etik penting dalam menjamin kualitas akuntansi tidak
dapat disepelekan. Kode etik menyediakan pedoman yang jelas
dan tertulis bagi akuntan, menekankan nilai-nilai seperti
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integritas, objektivitas, dan kepatuhan terhadap norma-norma
moral. Dengan mengikuti kode etik, akuntan dapat menghindari
konflik kepentingan, mencegah praktik-praktik yang tidak etis,
dan memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan
memiliki kualitas tinggi. Kode etik berfungsi sebagai landasan
moral yang memperkuat tanggung jawab profesi dan
membantu menjaga standar etika dalam praktik akuntansi
perusahaan.

Dengan mengintegrasikan integritas, etika, dan pentingnya
kode etik, profesi akuntan dapat membangun reputasi yang kuat,
meningkatkan  kepercayaan pemangku Kkepentingan, dan
memberikan kontribusi positif pada tata kelola perusahaan secara
keseluruhan. Dalam era dinamika bisnis yang terus berkembang,
akuntan yang mengutamakan nilai-nilai etika tidak hanya
menjalankan tugas sebagai penjaga angka, tetapi juga sebagai
penjaga kepercayaan dan integritas dalam dunia bisnis yang
kompleks.
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BAB 4
ETIKA PROFESI AKUNTAN PUBLIK

Oleh Wedia Hastuti

4.1 Pendahuluan

Profesi akuntan publik adalah salah satu profesi penting
di Indonesia. Akuntan publik adalah akuntan yang praktek pada
KAP (Kantor Akuntan Publik) yang menyediakan beberapa jenis
layanan yang diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik.
Layanan tersebut meliputi: auditing, atestasi, akuntansi dan
review danjasa konsultan ( Yuwono, 2018:224 ).

Profesi akuntan publik mempunyai peran besar dalam
memajukan perekonomian di Indonesia. Hal ini termuat dalam
penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2011
tentang Akuntan Publik. Profesi akuntan publiK memiliki peran
besar dalam mendukung ekonomi nasional yang sehat dan efisien
dan meningkatkan transparansi dan kualitas informasi di sektor
keuangan. Akuntan Publik memiliki peran terutama dalam
meningkatkan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan atau
laporan keuangan suatu entitas. Dalam hal ini, Akuntan Publik
memiliki kepercayaan publik untuk memberikan pendapat atas
laporan keuangan suatu entitas. Dengan demikian, tanggung
jawab Akuntan Publik terletak pada pendapat atau pernyataan
pendapatnya tentang laporan atau informasi keuangan suatu
entitas dan penyajian laporan atau informasi keuangan adalah
tanggung jawab manajemen (Hasan, 2009).

Dalam menjalankan profesinya, seorang akuntan diatur
oleh suatu kode etik akuntan. Kode etik akuntan yaitu norma
perilaku yang mengatur hubungan antara akuntan dengan para
klien, antara akuntan dengan sejawatnya, dan antara profesi
dengan masyarakat. Akuntan publik sebagai pihak yang bebas
dan tidak memihak (independen) dalam melakukan pemeriksaan
yang objektif atas laporan keuangan dan menyatakan
pendapatnya atas kewajaran laporan keuangan, sangat diperlukan
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jasanya oleh masyarakat pengguna laporan keuangan. Guna
meningkatkan kepercayaan pemakai jasa profesi akuntan publik
sebagaimana layaknya yang mereka harapkan, maka perlu
adanya kode etik akuntan, termasuk kode etik bagi akuntan
publik. Dengan adanya kode etik, para akuntan publik dapat
menentukan mana perilaku yang pantas (etis ) ia lakukan dan
mana yang tidak pantas (tidak etis). Penetapan kode etik oleh
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai satu-satunya organisasi
profesi di Indonesia, merupakan upaya dalam rangka penegakan
etika, dalam hal ini khususnya bagi akuntan publik.

4.2 Pengertian Etika Profesi

Etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral
dari sikap hidup dalam menjalankan kehidupan sebagai
pengemban profesi. Etika profesi adalah cabang filsafat yang
mempelajari penerapan prinsip -prinsip moral dasar atau
norma -norma etis umum pada bidang-bidang khusus (profesi )
kehidupan manusia. Akuntan Publik adalah seorang akuntan
yang mendapatkan ijin dari Menteri Keuangan guna memberikan
layanan jasa akuntan publik di Indonesia. Ketentuan ini telah
diatur didalam UU No 5 th 2011 tentang Akuntan Publik dan
juga Permenkeu No 17/PMKO01 /2008 mengenai Jasa Akuntan.
Jadi pengertian dari etika profesional akuntan publik itu sendiri
adalah etika yang digunakan dalam menjalankan tugasnya
sebagai seorang akuntan publik tersebut ( Wordsmith, 2023).

4.3 Pengertian Akuntan Publik

Akuntan publik adalah seseorang yang telah memperoleh
izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2011
tentang Akuntan Publik. Akuntan publik memberikan jasa yang
berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.

Untuk mendapatkan izin tersebut tentu saja terdapat
syaratnya, berikut merupakan syarat untuk memperoleh izin
menjadi akuntan public (Farid, 2016);
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8.

Memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik
yang sah;

Berpengalaman praktik memberikan jasa profesional
akuntansi;

Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRD);

Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Tidak  pernah dikenai sanksi administratif berupa
pencabutan Izin Akuntan Publik;

Tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap;

Menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang
ditetapkan oleh menteri keuangan; dan

Tidak berada dalam pengampuan.

4.4 Hak, Kewajiban, dan Larangan Akuntan Publik

4.4.1 Hak Akuntan Publik

1. Memperoleh imbalan jasa.

2. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang telah
memberikan jasa sesuai dengan SPAP.

3. Memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya yang
berkaitan

4. Dengan pemberian jasa sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan

4.4.2 Kewajiban Akuntan Publik

1.

2.

Berhimpun dalam Asosiasi Profesi Akuntan Publik
yang ditetapkan oleh menteri.

Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan bagi akuntan publik yang menjadi
pemimpin KAP atau pemimpin cabang KAP wajib
berdomisili sesuai dengan domisili KAP atau cabang
KAP dimaksud.

Mendirikan atau menjadi Rekan pada KAP dalam jangka
waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak izin
akuntan publik yang bersangkutan diterbitkan atau
sejak mengundurkan diri dari suatu KAP.
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Melaporkan secara tertulis kepada Menteri dalam
jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh ) hari sejak:
a. Menjadi Rekan pada KAP;

b. Mengundurkan diri dari KAP; atau

c. Merangkap jabatan yang tidak dilarang dalam
Undang - Undang ini.

Menjaga kompetensi melalui pelatihan professional

berkelanjutan.

Berperilaku  baik, jujur, bertanggung jawab, dan

mempunyai integritas yang tinggi.

Akuntan publik dalam memberikan jasanya wajib:

a. Melalui KAP.

b. Mematuhi dan melaksanakan SPAP dan kode etik
profesi, serta peraturan perundang -undangan yang
berkaitan dengan jasayang diberikan.

c. Membuat kertas kerja dan bertanggung jawab atas
kertas kerja tersebut.

4.4.3 Larangan Akuntan Publik

1.

2.
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Memiliki atau menjadi Rekan pada lebih dari 1 (satu)

KAP.

Merangkap sebagai:

a. Pejabat negara.

b. Pimpinan atau pegawai pada lembaga pemerintahan,
Lembaga negara, atau lembaga lainnya yang dibentuk
dengan peraturan perundang- undangan.

c. Jabatan lain yang  mengakibatkan benturan
kepentingan.

Memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (1 ), untuk jenis jasa pada periode yang sama yang

telah dilaksanakan oleh akuntan public lain, kecuali untuk
melaksanakan ketentuan undang-undang dan peraturan
pelaksanaannya.

Memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (1 ) dan ayat (3) dalam masa pembekuan izin.

Memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (1) dan ayat (3) melalui KAP yang sedang dikenai



sanksi administratif berupa pembekuan izin.

6. Memberikan jasa selain jasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1 ) dan ayat (3) melalui KAP.

7. Melakukan tindakan yang mengakibatkan kertas Kkerja
dan /atau dokumen lain yang berkaitan dengan
pemberian jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) tidak dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

8. Menerima imbalan jasa bersyarat.

9. Menerima atau memberikan komisi.

10. Melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi,
dan/atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa
yang diberikan.

4.5 Pengertian Kode Etik Profesi Akuntan

Kode Etik Profesi Akuntan Publik (sebelumnya disebut
Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik) adalah aturan
etika yang harus diterapkan oleh anggota Institut Akuntan
Publik Indonesia atau IAPI (sebelumnya Ikatan Akuntan
Indonesia - Kompartemen Akuntan Publik atau IAI -KAP) dan
staf profesional (baik yang anggota IAPI maupun yang bukan
anggota IAPI) yang bekerja pada satu Kantor Akuntan Publik
(KAP) (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2021 ).

Kode Etik ini membimbing para profesional akuntansi
dalam menghadapi berbagai situasi dan memastikan bahwa
mereka beroperasi sesuai dengan prinsip yang telah ditentukan.

Kode Etik Profesi Akuntan membantu menciptakan
lingkungan kerja yang etis, memastikan kepercayaan masyarakat,
dan melindungi kepentingan publik.

Para akuntan diharapkan untuk memahami, mengikuti,
dan mematuhi Kode Etik dalam semuaaspek pekerjaan mereka.

Pelanggaran terhadap Kode Etik bisa mengakibatkan
sanksi, termasuk pemecatan dari organisasi profesi atau tuntutan
hukum, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Kode Etik Profesi Akuntan Publik (Kode Etik ) ini terdiri
dari dua bagian yaitu bagian A dan bagian B.Bagian A dari Kode
Etik ini menetapkan prinsip dasar etika profesi dan memberikan
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kerangka konseptual untuk penerapan prinsip tersebut. Bagian B
dari Kode Etik ini memberikan ilustrasi mengenai penerapan
kerangka konseptual tersebut pada situasi tertentu (Triono,
2020).

4.6 Fungsi Etika Profesi Akuntan
Kode Etik Profesi Akuntan memiliki beberapa fungsi
utama yang dapat memberikan arahan dan standar bagi para
akuntan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab
mereka ( Yolla, 2020).
Berikut adalah beberapa fungsi utama dari Kode Etik
Profesi Akuntan:
1. Mengarahkan Perilaku Profesional
Kode Etik memberikan panduan yang jelas mengenai
perilaku yang diharapkan dari para akuntan. Ini
membantu mengarahkan tindakan mereka dalam
berbagai situasi yang mungkin dihadapi dalam lingkup
pekerjaan mereka.
2. Menjaga Integritas Profesi
Kode Etik membantu menjaga integritas profesi akuntan
dengan menetapkan standar tinggi untuk Kkejujuran,
ketelitian, dan kewajaran dalam pelaksanaan tugas
akuntansi. Hal ini membantu mencegah praktik-praktik
yang tidak etis.
3. Membangun Kepercayaan Masyarakat
Dengan memberikan arahan yang jelas mengenai etika
dan tanggung jawab, Kode Etik membantu membangun
kepercayaan masyarakat terhadap laporan keuangan dan
informasi akuntansi. Kepercayaan ini penting untuk
menjaga stabilitas pasar keuangan.

4.7 Aturan Etika Profesi Akuntansi (IAI)

Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia dimaksudkan sebagai
panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik
sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, pada
instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan
dalam pemenuhan tanggung -jawab profesionalnya. Terdapat
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beberapa kebutuhan dasar yang harus dipenuhi seorang akuntan
dalam  memenuhi tanggung -jawabnya dengan  standar
profesionalisme tertinggi, yaitu sebagai berikut (Ikatan Akuntan
Indonesia, 2020 ):
1. Kredibilitas
Masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan
sistem informasi.

a. Profesionalisme. Diperlukan individu yang dengan
jelas dapat diidentifikasikan oleh pemakai jasa
Akuntan sebagai profesional di bidang akuntansi.

b. Kualitas Jasa. Terdapatnya keyakinan bahwa semua
jasa yang diperoleh dari akuntan diberikan dengan
standar kinerja tertinggi.

c. Kepercayaan. Pemakai jasa akuntan harus dapat
merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika
profesional yang melandasi pemberian jasa oleh
akuntan.

Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia terdiri dari tiga
bagian: (1) Prinsip Etika, (2) Aturan Etika, dan (3)
Interpretasi Aturan Etika. Prinsip Etika memberikan
kerangka dasar bagi Aturan Etika, yang mengatur
pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota.
Prinsip Etika disahkan oleh Kongres dan berlaku bagi
seluruh anggota, sedangkan Aturan Etika disahkan oleh
Rapat Anggota Himpunan dan hanya mengikat anggota
Himpunan yang bersangkutan. Interpretasi Aturan Etika
merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh Badan
yang dibentuk oleh Himpunan setelah memperhatikan
tanggapan dari anggota, dan pihak- pihak berkepentingan
lainnya, sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika,
tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan
penerapannya. Pernyataan Etika Profesi yang berlaku saat
ini dapat dipakai sebagai Interpretasi dan atau Aturan
Etika sampai dikeluarkannya aturan dan interpretasi baru
untuk menggantikannya.
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2.

Kepatuhan

Kepatuhan terhadap Kode Etik, seperti juga dengan
semua standar dalam masyarakat terbuka, tergantung
terutama sekali pada pemahaman dan tindakan sukarela
anggota. Di samping itu, kepatuhan anggota juga
ditentukan oleh adanya pemaksaan oleh sesama anggota
dan oleh opini publik, dan pada akhirnya oleh adanya
mekanisme pemrosesan pelanggaran Kode Etik oleh
organisasi, apabila diperlukan, terhadap anggota yang
tidak menaatinya.

Jika perlu, anggota juga harus memperhatikan
standar etik yang ditetapkan oleh badan pemerintahan
yang mengatur bisnis klien atau menggunakan
laporannya untuk  mengevaluasi kepatuhan  klien
terhadap peraturan perundang -undangan yang berlaku.

4.8 Prinsip-Prinsip Dasar Etika Profesi Akuntan

Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang diterbitkan oleh

IAPI (Ikatan Akuntan Publik Indonesia ) menyebutkan 5 prinsip-
prinsip dasar etika profesi, yaitu (Gustani, 2021):

1.
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Prinsip Integritas

Integritas yaitu bersikap lugas dan jujur dalam semua

hubungan profesional dan bisnis. Integritas menyiratkan

berterus terang dan selalu mengatakan yang sebenarnya.

Tak hanya itu saja, integritas merupakan kualitas yang

melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan

(benchmark) bagi anggota dalam menguji keputusan yang

diambilnya. Seorang akuntan dilarang untuk menyampaikan

informasi:

a. Berisi kesalahan atau pernyataan yang menyesatkan
secara material;

b. Berisi pernyataan atau informasi yang dibuat secara
tidak hati -hati; atau

c. Terdapat penghilangan atau pengaburan informasi
yang seharusnya  diungkapkan, sehingga  akan
menyesatkan.



2. Prinsip Objektivitas
Objektivitas adalah tidak mengompromikan pertimbangan
profesional atau bisnis karena adanya bias, benturan
kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari
pihak lain. Objektivitas mempengaruhi kualitas audit.
Kondisi ini terjadi karena hubungan keuangan dengan klien
dapat mempengaruhi objektivitas dan dapat mengakibatkan
pihak ketiga berkesimpulan semakin tinggi objektivitas
auditor maka semakin baik juga kualitas audit yang
dihasilkan. Seorang akuntan tidak boleh melakukan aktivitas
profesional jika suatu keadaan atau hubungan terlalu
memengaruhi pertimbangan profesionalnya atas aktivitas
tersebut.

3. Prinsip Kompetensi serta Sikap Kecermatan dan Kehati-
hatian Profesional Kompetensi yaitu Mencapai dan
mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional
pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien
atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa
profesional yang kompeten, berdasarkan standar profesional
dan standar teknis terkini serta Kketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku; sedangkan Kehati-
hatian Profesional artinya bertindak sungguh-sungguh dan
sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang
berlaku.

4. Prinsip Kerahasiaan
Kerahasiaan yaitu menjaga kerahasiaan informasi yang
diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis.
Seorang akuntan harus menghormati kerahasiaan
informasi yang diperoleh selama melakukan jasa
profesional. Dalam menjaga kerahasiaan ini, seorang
akuntan harus:

a. Mewaspadai terhadap kemungkinan pengungkapan
yang tidak disengaja, termasuk dalam lingkungan
sosial, dan khususnya kepada rekan bisnis dekat,
anggota keluarga inti, atau keluarga dekat;

b. Menjaga kerahasiaan informasi di dalam Kantor atau
organisasi tempatnya bekerja;
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c. Menjaga kerahasiaan informasi yang diungkapkan oleh
calon klien atau organisasi tempatnya bekerja;

d. Tidak  mengungkapkan informasi rahasia yang
diperoleh dari hubungan profesional dan bisnis di luar
Kantor atau organisasi tempatnya bekerja tanpa
kewenangan yang memadai dan spesifik, kecuali jika
terdapat hak atau kewajiban hukum atau profesional
untuk mengungkapkannya;

e. Tidak menggunakan informasi rahasia yang diperoleh
dari hubungan profesional dan hubungan bisnis untuk
keuntungan pribadi atau pihak ketiga;

f. Tidak menggunakan atau mengungkapkan informasi
rahasia apapun, baik yang diperoleh atau diterima
sebagai hasil dari hubungan profesional atau bisnis
maupun setelah hubungan tersebut berakhir; dan

g. Melakukan langkah-langkah yang memadai untuk
memastikan bahwa personel yang berada di bawah
pengawasannya, serta individu yang memberi advis
dan bantuan  profesional, untuk  menghormati
kewajiban  Anggota guna menjaga kerahasiaan
informasi.

Namun demikian, prinsip kerahasiaan dikecuali untuk hal -hal

berikut ini:

a. Pengungkapan disyaratkan oleh hukum, misalnya:

1) Pembuatan dokumen atau ketentuan lainnya atas
bukti dalam proses hukum; atau

2) Pengungkapan kepada otoritas publik yang
berwenang atas terjadinya indikasi pelanggaran
hukum;

b. Pengungkapan diizinkan  oleh hukum  dan
diperkenankan oleh klien atau organisasi tempatnya
bekerja; dan

c. Terdapat kewajiban atau hak profesional untuk
mengungkapkan, jika tidak dilarang oleh hukum:

1) Untuk mematuhi penelaahan mutu oleh asosiasi
profesi;



2) Untuk merespons pertanyaan atau investigasi
oleh asosiasi profesi atau badan regulator;
3) Untuk  melindungi kepentingan  profesional
Anggota dalam proses hukum; atau
4) Untuk mematuhi standar profesional dan standar
teknis, termasuk persyaratan etika.
5. Prinsip Perilaku Profesional
Perilaku Profesional adalah mematuhi peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun
yang diketahui oleh akuntan mungkin akan mendiskreditkan
profesi akuntan. Akuntan tidak boleh terlibat dalam bisnis,
pekerjaan, atau aktivitas apapun yang diketahui merusak
atau mungkin merusak integritas, objektivitas, atau reputasi
baik dari profesi, dan hasilnya tidak sesuai dengan prinsip
dasar etika. Seorang akuntan harus berperilaku yang
konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi
tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban
untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan
profesi harus dipenuhi oleh seorang akuntan sebagai
perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa,
pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja, dan
masyarakat umum.

4.9 Kesimpulan

Profesi akuntan publik adalah salah satu profesi penting
di Indonesia. Akuntan publik adalah akuntan yang praktek pada
KAP (Kantor Akuntan Publik ) yang menyediakan beberapa jenis
layanan yang diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik.
Dalam menjalankan profesinya sebagai akuntan, seorang akuntan
wajib mematuhi etika profesinya. Dalam etika profesi, sebuah
profesi memiliki komitmen moral yang tinggi yang biasanya
dituangkan dalam bentuk aturan khusus yang menjadi pegangan
bagi setiap orang yang mengembangkan profesi yang
bersangkutan. Aturan ini merupakan aturan main dalam
menjalankan atau mengemban profesinya yang biasanya disebut
sebagai kode etik yang harus dipenuhi dan ditaati oleh setiap
profesi. Kode etik akuntan dimaksudkan sebagai panduan dan
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aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktek sebagai
auditor, bekerja dil ingkungan usaha, pada instansi pemerintah,
maupun di lingkungan dunia Pendidikan. Lembaga yang
menaungi profesi akuntan di Indonesia adalah Ikatan Akuntan
Indonesia (IAI).
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BAB 5
ETIKA PROFESI AKUNTAN PENDIDIK

Oleh Nenny Syahrenny

5.1 Pendahuluan

Etika memberikan pedoman norma tentang bagaimana
hidup manusia diatur secara harmonis, mengatur hubungan antara
institusi didalam masyarakat dengan institusi lain dalam sistem
masyarakat dan lingkungannya (Hilda et al, 2023). Tujuannya
adalah agar tercipta hubungan yang harmonis, menguntungkan dan
serasi. Etika seringkali dihubungkan dengan integritas seseorang.
Apabila seseorang mempunyai etika maka orang tersebut dikatakan
mempunyai integritas. Pelanggaran etika seringkali membuat nama
baik seseorang menjadi hancur.

Terdapat 2 kecenderungan manusia dalam kepentingannya,
ada yang lebih cenderung dalam kepentingan pribadinya tanpa
memikirkan kepentingan masyarakat ada yang memikirkan
kepentingan orang lain dan tidak mementingkan dirinya sendiri.
Pada umumnya manusia akan lebih mementingkan dirinya sendiri
daripada orang lain. Perbedaan antara orang yang bekerja untuk
dirinya sendiri dengan yang melayani publik adalah orang yang
bekerja untuk dirinya mengharapkan gaji dan tidak perduli dengan
kepentingan masyarakat, sedangkan orang yang bekerja melayani
publik bekerja tanpa mengharap imbalan. Namun orang yang
bekerja melayani publik dengan sendirinya akan dihargai oleh
masyarakat, semakin tinggi dalam melayani publik maka akan
semakin tinggi pula penghargaan masyarakat terhadap orang
tersebut. Pembeda antara profesi dengan pekerjaan lainnya adalah
(Ikatan Akuntan Indonesia, 2023b)

1. Kepatuhan terhadap prinsip etika dan standar profesi
2. Kompeten di bidangnya

3. Ahli dalam teknis

4. Bagus dalam judgement
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Akuntan berdasarkan kode etik diklasifikasikan menjadi 2
yaitu akuntan yang bekerja di bisnis dan akuntan yang berpraktik
melayani publik (IAl, 2023). Pada intinya akuntan yang bekerja di
bisnis lebih mengarah ke penyusunan dan pelaporan informasi
keuangan dan lainnya, contoh karyawan, tenaga kontrak, rekan,
direktur, komisaris dan sebagainya. Akuntan yang berpraktik
melayani publik merupakan akuntan yang memberikan jasa
profesional baik jasa asurans maupun nonasurans. Akuntan
pendidik merupakan garda pertama bagi para calon Akuntan yaitu
mahasiswa Akuntansi dalam belajar di perguruan tinggi. Akuntan
muda dan generasi mendatang akan dihasilkan oleh akuntan
pendidik. Akuntan pendidik merupakan akuntan dan juga
melakukan kegiatan pendidikan baik sebagai kegiatan utama
ataupun sampingan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang
diperlukan dirinya dan masyarakat (Rahman et al, 2022). Pendidik
dalam hal ini bukan hanya dosen saja, namun juga yang terlibat
dalam menyelenggarakan pendidikan sehingga Akuntan pendidik
dalam hal ini adalah seluruh akuntan professional yang terlibat
dalam kegiatan pendidikan. Akuntan pendidik harus mematuhi
kode etik, namun ketika pendidik bukan seorang akuntan maka
tidak ada kewajiban mematuhi kode etik akuntan.

5.2 Prinsip Dasar Etika

Terdapat 5 hal yang harus ada dalam diri akuntan sebagai
standar mutu perilaku yang diharapkan oleh masyarakat. Hal
tersebut adalah prinsip dasar etika yang terdiri dari integritas,
objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan
dan perilaku profesional (IAl, 2023). Prinsip dasar ini harus dipatuhi
oleh akuntan pendidik. Berikut penjelasan masing-masing.

5.2.1 Integritas
Integritas melibatkan Kketerusterangan, Kkejujuran dan
kekuatan karakter untuk bertindak dengan tepat bahkan ketika
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menghadapi tekanan untuk melakukan hal yang tidak seharusnya
atau ketika melakukan hal tersebut dapat menimbulkan potensi
konsekuensi yang merugikan bagi pribadi atau organisasi (Hilda et
al, 2023). Integritas berasal dari kata integrity - integer yang berarti
utuh atau lengkap (Ikatan Akuntan Indonesia, 2023b). Dapat
diartikan integritas merupakan Kkesatuan yang utuh dimana
seseorang yang memiliki integritas adalah saat perkataan, pikiran,
tindakan, keputusan adalah satu. Manusia yang tidak satu ketika
perkataan dan pikirannya A namun tindakan dan keputusannya B.
Integritas dapat berarti pula bahwa kita menepati apa yang kita
katakan/ kita janjikan. Pada suatu ketika apabila kita tidak dapat
menepati apa yang kita katakan sebaiknya kita segera mengakui
kegagalan menepati perkataan/ janji tersebut kemudian
memperbaiki kegagalan tersebut. Misalkan ketika kita ada janji
temu dengan mahasiswa pukul 8 pagi, namun ternyata ada rapat
atau agenda lain yang mendadak maka sebaiknya sebelum rapat/
agenda lain tersebut kita mengkonfirmasi kepada mahasiswa
bahwa kita tidak dapat menemuinya hari itu dan membuat jadwal
ulang dimana kita bisa meluangkan waktu untuk mahasiswa.
Apabila kita tidak melakukan konfirmasi atau tidak jujur kepada
mahasiswa maka di lain waktu mahasiswa atau masyarakat akan
meragukan integritas kita sebagai pendidik.

Hidup dengan integritas berarti kita mengetahui siapa diri
kita dan nilai-nilai yang kita anut. Dengan memegang teguh
integritas, masyarakat akan memandang siapa kita sehingga
diharapkan akan meminimalkan ancaman.

5.2.2 Objektivitas

Merupakan prinsip dasar etika yang kedua. Objektivitas
artinya akuntan pendidik harus menerapkan judgement
profesionalnya tanpa dipengaruhi oleh bias, benturan kepentingan
dan pengaruh lainnya. Jadi akuntan pendidik harus obyektif dalam
melakukan kegiatan pendidikan. Akuntan pendidik tidak boleh
melakukan aktivitas pendidikan jika suatu keadaan terlalu
mempengaruhi judgementnya. Misalkan dalam suatu kelas akuntan
pendidik tidak boleh pilih kasih dalam melakukan penilaian kepada
mahasiswa.
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Terdapat beberapa jenis bias sebagai berikut :

1.
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Bias jangkar. Kecenderungan untuk menggunakan bagian
informasi awal sebagai patokan. Contoh, akuntan pendidik
cenderung memberikan nilai lebih baik kepada peserta
didik yang nilai IPK-nya lebih tinggi daripada peserta didik
yang nilai IPK-nya lebih rendah. Patokan pertama yang
dipakai adalah IPK padahal belum tentu peserta didik yang
IPK-nya rendah lemah pada seluruh mata kuliah.

Bias Automasi. Kecenderungan memilih output yang
berasal dari sistem yang terotomasi. Contoh ketika akuntan
pendidik lebih mempercayai nilai ujian yang berasal dari
sistem tanpa mempertimbangkan kelebihan lainnya dari
peserta didik.

. Bias ketersediaan. Kecenderungan untuk memberikan

bobot yang lebih pada peristiwa yang langsung terlintas
dalam pikiran. Misalnya saat ada beberapa mahasiswa yang
terindikasi mencontek Kketika ujian akuntan pendidik
menyimpulkan bahwa semua mahasiswa mencontek karena
terdapat beberapa jawaban yang sama.

Bias konfirmasi. Kecenderungan untuk memberikan bobot
lebih pada informasi yang menguatkan keyakinan yang ada.
Misalnya akuntan pendidik memberikan perhatian lebih
besar kepada peserta didik perempuan karena perempuan
biasanya lebih rajin daripada laki-laki.

. Pemikiran kelompok. Akuntan pendidik lebih

memperhatikan kelompok mahasiswa yang pendapatnya
sama dengan kita atau buku teori, cenderung mengabaikan
peserta didik yang pendapatnya berbeda dengan akuntan
pendidik. Akuntan pendidik memaksa peserta didik
berpikiran sama tanpa memikirkan penyebab perbedaan
pendapat tersebut.

Bias keyakinan berlebihan. Kecenderungan melebih-
lebihkan kemampuan seseorang untuk membuat penilaian
seseorang. Akuntan pendidik merasa dapat mengajar
semua. Akuntan pendidik merasa pendidikan lebih tinggi
sehingga ketika peserta didik tidak dapat menyerap ilmunya
maka dianggap kesalahan peserta didik.



7. Bias representasi. Kecenderungan mendasarkan pada pola
pengalaman tertentu. Misalnya peserta didik yang kuliahnya
duduk di depan adalah yang pandai, kemudian tulisan yang
bagus adalah peserta yang pandai dan nilainya pasti bagus.

8. Perspektif selektif. Kecenderungan berharap kepada
seseorang. Misalnya terdapat peserta didik yang rajin, aktif
diberikan perhatian lebih oleh akuntan pendidik.

Contoh kasus Objektivitas :

a. Penyampaian informasi yang tidak netral dalam
mengajar. Akuntan pendidik memberikan penekanan ke
suatu metode tertentu tanpa memberikan wawasan
yang seimbang mengenai metode lainnya.

b. Penyajian data penelitian yang tidak akurat. Akuntan
pendidik melakukan penelitian dimana data diubah
supaya menghasilkan kesimpulan penelitian yang
diharapkan.

5.2.3 Kompetensi dan kehati-hatian profesional

Kompetensi dan kehati-hatian profesional adalah yang
pertama untuk mencapai dan mempertahankan pengetahuan
sehingga memastikan bahwa peserta didik memperoleh pendidikan
berdasarkan standar tertentu. Memastikan peserta didik
mendapatkan pelayanan yang baik dari akuntan pendidik. Kedua,
apa yang dilakukan adalah sungguh-sungguh misalnya hobinya
adalah mengajar tapi mengajarnya dengan sungguh-sungguh tidak
boleh sembarangan.

Akuntan pendidik dalam melakukan aktivitas pendidikan
harus tetap menjaga kompetensinya, selalu belajar dan update
ilmunya, punya kerendahan hati bahwa ilmunya kurang sehingga
ada kemauan untuk selalu mencari ilmu. Kesungguhan akuntan
pendidik dalam melakukan aktivitas pendidikan harus dilakukan
secara hati-hati karena menyangkut tanggung jawab masa depan
peserta didik.

Contoh kasus :

a. Mengajar tidak sesuai dengan kompetensi. Akuntan
pendidik tidak memiliki kompetensi dalam materi yang
akan diajarkan kepada peserta didik, melakukan pengajaran
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tersebut tanpa persiapan ataupun berusaha meningkatkan
kompetensinya.

b. Penyampaian informasi yang tidak akurat dalam penelitian.
Akuntan pendidik melakukan penelitian dimana laporan
yang dihasilkan berasal dari data yang tidak valid.

5.2.4 Kerahasiaan

Kerahasiaan menyangkut menjaga informasi yang diterima
dari peserta didik. Misalnya ada peserta didik membicarakan
masalahnya kepada akuntan pendidik karena percaya akan
mendapatkan solusi. Akuntan pendidik tersebut tidak boleh
menceritakan masalah tersebut kepada orang lain jika tidak
diijinkan. Namun apabila terkait prestasi yang diperoleh peserta
didik harus disebarkan dan ikut bangga. Hal-hal buruk peserta didik
tidak perlu diceritakan, cukup kita beri nasehat secara langsung
agar peserta didik memperbaiki dirinya.

Kerahasiaan juga dapat menyangkut data penelitian (Ikatan
Akuntan Indonesia, 2023a). Ketika akuntan pendidik melakukan
penelitian seharusnya menjaga informasi perusahaan yang diteliti.
Apabila hendak menggunakan informasi harus meminta izin dari
pemilik informasi tersebut.

5.2.5 Perilaku profesional

Prinsip dasar etika yang terakhir adalah perilaku profesional.
Akuntan pendidik tidak boleh terlibat dalam aktivitas, bisnis yang
dapat merusak integritas, objektivitas dan sebagainya. Misalnya saat
mengajar seorang akuntan pendidik memberitahukan peserta didik
tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang hukum, namun
akuntan pendidiknya ternyata melanggar hukum. Hal tersebut tidak
diperbolehkan. Kemudian saat melakukan aktivitas pendidikan,
tidak boleh menjelek-jelekkan rekan seprofesi misalnya
mencemarkan nama akuntan pendidik A tidak kompeten kepada
mahasiswanya. Karena ketika akuntan pendidik sudah tampil di
depan Kkelas, dia sudah mewakili profesinya. Tindakan seorang
akuntan pendidik merupakan tindakan profesi, jika melakukan hal
yang buruk maka sudah dianggap mencemarkan nama baik profesi.
Contoh lainnya ketika akuntan pendidik hanya memiliki kompetensi
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dalam bidang tertentu, namun mengajar pada bidang diluar
kompetensinya.

Kasus lainnya pelanggaran terhadap kode etik dalam
penulisan dan publikasi. Akuntan pendidik terlibat dalam penulisan
artikel atau buku, merujuk informasi tanpa menyebutkan
sumbernya atau melakukan plagiarisme.

5.3 Kerangka Kerja Konseptual

Kode etik akuntan pendidik mempunyai pendekatan
bagaimana supaya terjaga dari berbagai ancaman. Karena dalam
hidup ini kita selalu dihadapkan dengan ancaman-ancaman.
Ancaman yang dimaksud adalah ancaman untuk tidak menaati kode
etik. Kerangka kerja konseptual tersebut ada 3 tahapan, dapat
dilihat pada gambar 5.1 berikut.

TAHAPAN

Identifikasi Evalugsi

Sncaman - ancaman

Gambar 5.1. Kerangka Kerja Konseptual
(Sumber: (Ikatan Akuntan Indonesia, 2023b))

Saat menghadapi ancaman menurut kerangka Kkerja
konseptual, pertama kali kita harus mengidentifikasi ancamannya,
apakah ada ancaman atau tidak. Jika tidak ada ancaman maka
kondisi aman. Jika ternyata terdapat ancaman kita perlu
mengidentifikasi apakah ancaman tersebut pada tingkat yang dapat
diterima. Jika dapat diterima maka masih aman dan dapat kita
lakukan. Namun apabila ancaman tersebut dalam tingkat yang
berbahaya maka kita perlu menghilangkan keadaan yang dapat
menimbulkan ancaman, menerapkan pengamanan agar tingkat
ancaman menjadi dapat diterima, atau bahkan sampai menolak atau
mengakhiri tindakan ataupun hubungan tersebut.
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Terdapat 5 ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip kode
etik. Ancaman tersebut adalah ancaman kepentingan pribadi (self-
interest threat), telaah pribadi (self-review), advokasi, kedekatan
(familiarity) dan intimidasi. Berikut ini akan dibahas masing-masing
ancaman.

5.3.1 Kepentingan pribadi

Akuntan pendidik juga manusia sehingga manusiawi jika
mempunyai kepentingan pribadi. Selalu ada konflik antara
kepentingan pribadi dengan melayani publik yang harus dijaga.
Pertanyaan yang penting adalah saat akuntan pendidik mendidik
apakah untuk kepentingan peserta didik atau kepentingan pribadi.
Contoh ancaman kepentingan pribadi diantaranya menawarkan
kepada peserta didik yang berada di kelasnya untuk membantu
pekerjaan akuntan pendidik. Dalam hal ini akuntan pendidik apakah
bisa adil terhadap semua peserta didik baik yang membantu
pekerjaannya atau tidak. Contoh lainnya adalah ketika akuntan
pendidik terlalu sibuk dengan kegiatan diluar pendidik sehingga
mengorbankan kelas mulai terlambat datang, sering tidak ada kelas
karena sibuk dengan kepentingan pribadinya.

5.3.2 Telaah pribadi

Ancaman ketika akuntan pendidik tidak melakukan secara
tepat dalam melakukan evaluasi atau pertimbangan yang telah
dilakukan sebelumnya atau yang telah dilakukan asistennya. Contoh
saat memeriksa hasil ujian peserta didik, tidak dilakukan
pemeriksaan kembali apakah mungkin terdapat salah menghitung
nilai ataupun saat memeriksa jawaban. Begitu pula saat
pemeriksaan jawaban dilakukan oleh asisten tidak diperiksa
kembuali hasil pekerjaan asisten tersebut.

5.3.3 Advokasi

Terjadi saat akuntan pendidik menginginkan peserta didik
tertentu mendapatkan nilai yang lebih tinggi karena supaya
mendapatkan beasiswa ataupun lainnya. Tindakan tersebut sudah
mengancam objektivitas akuntan pendidik karena penilaiannya
sudah bias. Suasana pembelajaran menjadi tidak sesuai dengan yang
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diinginkan masyarakat karena akuntan pendidik sudah kehilangan
objektivitasnya.

5.3.4 Kedekatan

Ancaman kedekatan ini merupakan kedekatan akuntan
pendidik dengan salah satu atau beberapa peserta didik. Misalnya
peserta didik adalah anak, keponakan, saudara, anak teman, atau
bahkan yang membantu penelitian dosen. Ancaman yang dihadapi
akuntan pendidik adalah objektivitasnya. Dapatkah adil dalam
menilai kepada semua peserta didik sehingga suasana pembelajaran
menjadi yang diharapkan masyarakat.

5.3.5 Intimidasi

Ancaman yang terjadi pada akuntan pendidik ketika dia
dihalangi untuk bersikap objektif. Misalnya mendapat tekanan dari
pimpinan untuk meluluskan salah satu peserta didik meskipun
peserta didik tidak mempunyai kompetensi dalam mata kuliah yang
diampu oleh akuntan pendidik tersebut. Ancaman tersebut juga
dapat berasal dari pasangan dimana pasangan kita bekerja di suatu
perusahaan dan kemudian pimpinan perusahaan tersebut
mempunyai anak yang merupakan peserta didik didalam kelas kita
kemudian pasangan kita meminta untuk memberikan nilai yang
bagus kepada anak pimpinan perusahaan tersebut.
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BAB 6
ETIKA PROFESI AKUNTAN
PEMERINTAH

Oleh Sasmita Nabila Syahrir

6.1 Pendahuluan

Secara definisi pada umumnya, etika adalah sesuatu yang
mempelajari prinsip-prinsip moral yang menentukan apakah
sesuatu dianggap baik dan buruk, serta benar dan salah yang
membuat manusia seharusnya dapat bertindak. Etika juga dapat di
artikan sebagai suatu nilai, prinsip serta aturan yang mengajarkan
perilaku seseorang atau kelompok dalam menjalani kehidupan
sehari-hari, baik dalam lingkup pribadi maupun profesional. Etika
sangat berperan penting dalam memastikan bahwa Tindakan
individua tau kelompok tidak merugikan orang lain.

6.2 Definisi Etika Profesi Akuntan Pemerintah

Etika profesi akuntan pemerintah adalah suatu nilai, prinsip,
dan standar moral yang mesti di ikuti oleh seorang akuntan yang
berkecimpung pada sektor pemerintahan atau kelembagaan
pemerintah. Etika profesi akuntan sangat berguna dalam
melindungi kepercayaan serta integritas dalam memberikan
pelaporan informasi keuangan yang akurat. Oleh sebab itu, akuntan
harus menanamkan prinsip-prinsip etika agar transparansi dalam
pemberian informasi pelaporan keuangan tetap terjaga.

6.3 Pentingnya Etika dalam Pemerintahan

Di dalam pemerintahan, etika sangat berperan penting
dalam memastikan pemerintahan tersebut apakah telah berfungsi
dengan baik, bertanggungjawab, serta adil. Dengan demikian ada
beberapa alasan mengapa etika penting dalam pemerintahan:
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. Memberikan Kepercayaan Publik

Ketika pemerintah memiliki etika yang baik secara otomatis
pemerintah juga dapat memberikan pelayanan yang baik,
memberikan informasi secara transparansi, berintegritas serta
adil.

. Adanya Keadilan

Pemerintah yang beretika akan memberikan kebijaksanaan
yang tidak berat sebelah dalam artian dapat berperilaku adil
kepada masyarakat yang sangat dibutuhkan dalam
menghindari diskriminasi.

. Menghindari Korupsi

Dengan mentaati etika serta kode etik yang berlaku maka
terciptalah  pemerintahan yang jujur yang dapat
menghindarkan pemerintah dari tindak korupsi.

Terciptanya Transparansi

Pemerintah yang memiliki etika mendorong terciptanya
transparansi atau keterbukaan imformasi kepada masyarakat
ataupun kepada Lembaga pemerintah lainnya, sehingga
public dapat bebas mengawasi dan mengvaluasi kinerja
pemerintah.

. Pengambilan Keputusan yang Baik

Pemerintah yang memiliki etika yang baik memberikan
kebijakan atau pengambilan keputusan yang tepat, karena
pemerintah mengambil kebijakan dari aturan aturan yang
berlaku bukan berdasarkan kepentingan pribadi ataupun
intervensi dari pihak luar.

. Menciptakan Lingkungan yang Harmonis

Pemerintah yang beretika mampu memberikan kepuasan
kepada publik dalam artian publik lebih banyak menerima
kebijakan yang diberikan sehingga tidak menyebabkan
perselisihan paham atau protes dari masyarakat.

. Memberikan Kewajiban Moral Kepada Masyarakat

Etika dalam pemerintahan dapat memberikan pembuktian
kepada publik bahwa kepentingan publik di utamakan
daripada kepentingan jabatan ataupun pribadi dan kelompok
tertentu, sehingga pemerintah dapat memberikan tanggung
jawab kepada rakyat.



8. Mendorong Organisasi yang Positif
Pemerintah yang memiliki etika dapat mendorong organisasi
di lingkungannya untuk selalu berperilaku yang positif antar
pegawai dan mengurangi konflik internal.

Etika dalam pemerintahan adalah tiang terpenting agar
pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan efektif. Etika yang
baik dapat menunjukkan profesionalisme pemerintahan sehingga
dapat memberikan pelayanan yang baik juga kepada publik dalam
memberikan kepuasan kepada masyarakat maupun lembaga
lainnya.

6.4 Prinsip-Prinsip Dasar Etika Profesi
Dalam melaksanakan peran serta tugasnya dalam

melaksanakan tanggung jawab, seorang akuntan yang professional

harus mematuhi beberapa prinsip dasar etika profesi sebagai

berikut:

1. Integritas
Integritas dalam prinsip etika profesi adalah seseorang yang
memiliki kejujuran dan konsistensi yang berkualitas tinggi
atau sifat seseorang yang mencerminkan Kkejujuran,
konsistensi, dan moralitas yang kuat dalam segala tindakan
dan keputusan yang diambil. Seseorang yang memiliki
integritas berpegang teguh pada prinsip-prinsip etika dan
moral, meskipun menghadapi tekanan atau godaan untuk
bertindak sebaliknya. Dalam konteks profesional, integritas
berarti melakukan pekerjaan dengan jujur, tidak
memanipulasi fakta, dan tidak tergoda untuk berbuat curang
atau menyeleweng dari standar etika. Integritas juga
mencakup tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan
kata-kata  yang  diucapkan, menepati janji, dan
mempertahankan reputasi yang baik.
Akuntan pemerintah harus bertindak jujur dan memiliki
moralitas tinggi dalam setiap aspek pekerjaannya. Akuntan
dilarang untuk terlibat dalam tindakan penipuan, manipulasi,
atau penyembunyian informasi dalam pelaporan keuangan
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pemerintah. Integritas melibatkan kejujuran dalam
berinteraksi dengan kolega, pimpinan, dan masyarakat

. Objektivitas

Objektivitas ialah suatu prinsip ataupun sikap yang
mengharuskan seseorang untuk bersikap netral, tidak bias
dan tidak memihak ketika menilai atau memutuskan sesuatu.
Akuntan pemerintah harus tetap objektif dan tidak memihak
dalam melaksanakan tugasnya. Akuntan pemerintah harus
menghindari situasi di mana keputusan mereka dapat
dipengaruhi oleh tekanan politik, hubungan pribadi, atau
kepentingan pribadi yang dapat mengaburkan penilaian
profesional. Objektivitas juga menuntut akuntan pemerintah
untuk memberikan laporan dan saran yang didasarkan pada
fakta dan bukti yang relevan.

. Kompetensi dan Kehati-Hatian Profesional

Menjaga pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat
yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa klien atau
pemberi kerja akan menerima jasa profesional yang
kompeten berdasarkan perkembangan praktik, peraturan,
dan teknik mutakhir, serta bertindak sungguh-sungguh dan
sesuai dengan teknik dan standar profesional yang berlaku.
Akuntan  pemerintah  wajib memiliki pengetahuan,
keterampilan, dan keahlian yang memadai untuk
menjalankan tugasnya secara efektif. Akuntan pemerintah
harus melaksanakan tugas mereka dengan hati-hati, teliti,
dan kesadaran penuh akan tanggung jawab yang diemban.
Kehati-hatian profesional juga menuntut akuntan untuk terus
mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya agar
sesuai dengan perkembangan standar akuntansi dan regulasi
terbaru.
a. Kerahasiaan
Menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh dari
hubungan profesional dan binis dengan tidak
mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga
tanpa ada kewenangan yang jelas dan memadai, kecuali
terdapat suatu hak atau kewajiban hukum atau
profesional untuk mengungkapkannya, serta tidak



menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan
pribadi Akuntan Profesional atau pihak ketiga.
Akuntan pemerintah harus menjaga kerahasiaan informasi
yang diperoleh selama menjalankan tugas mereka, kecuali
jika ada kewajiban hukum untuk mengungkapkannya.
Akuntan pemerintah tidak boleh menggunakan informasi
tersebut untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
Pelanggaran terhadap kerahasiaan dapat merusak
kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah dan
kredibilitas akuntan.

b. Perilaku Profesional
Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan
menghindari perilaku apapun yang mengurangi
kepercayaan kepada profesi Akuntan Profesional.
Akuntan pemerintah harus menjaga standar profesional
yang tinggi dalam semua aspek pekerjaan mereka. Akuntan
pemerintah wajib mengikuti perkembangan terbaru dalam
peraturan, teknologi, dan praktik terbaik di bidang akuntansi
pemerintah. Profesionalisme juga mencakup kemampuan
untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama
bekerja, kecuali jika diwajibkan oleh hukum untuk
mengungkapkannya.

6.4.1 Independensi
Independensi bagi akuntan pemerintah adalah kemampuan

untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab secara objektif, bebas
dari tekanan, pengaruh, atau kepentingan pribadi yang dapat
memengaruhi penilaian profesional mereka. Independensi
mengharuskan akuntan pemerintah untuk menjaga jarak dari
situasi atau hubungan yang dapat menimbulkan konflik
kepentingan atau menurunkan kualitas laporan keuangan yang
dihasilkan. Ada dua jenis independensi yang penting bagi akuntan
pemerintah:
1. Independensi dalam Fakta (Independence of Mind):

Akuntan pemerintah harus menjaga kebebasan dalam

berpikir dan bertindak sehingga penilaian profesional

mereka tidak dipengaruhi oleh tekanan internal atau
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eksternal. Mereka harus memastikan bahwa keputusan
yang diambil berdasarkan integritas dan prinsip etika, tanpa
kompromi terhadap standar profesional.

2. Independensi dalam Penampilan (Independence in
Appearance): Selain independen secara internal, akuntan
pemerintah juga harus tampak independen di mata publik.
Hal ini berarti mereka harus menghindari situasi yang dapat
menciptakan persepsi bahwa keputusan atau laporan
mereka dipengaruhi oleh pihak tertentu atau tekanan
politik.

Independensi bagi akuntan pemerintah penting untuk
menjaga kredibilitas, kepercayaan masyarakat, dan
integritas proses akuntansi serta pelaporan keuangan di
sektor publik.

Akuntan pemerintah harus bebas dari pengaruh atau
kepentingan yang dapat merusak integritas laporan
keuangan. Akuntan pemerintah harus menjaga jarak dari
konflik kepentingan yang mungkin timbul dalam
pelaksanaan tugasnya, termasuk tekanan dari pihak internal
maupun eksternal.

6.4.2 Akuntabilitas

Akuntabilitas bagi akuntan pemerintah adalah tanggung
jawab untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pengelolaan
keuangan negara dilakukan secara transparan, sesuai dengan
peraturan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik serta
pemangku kepentingan. Akuntan pemerintah memiliki kewajiban
untuk memberikan laporan yang jujur, tepat waktu, dan dapat
diandalkan terkait penggunaan dana publik, serta bertindak sesuai
dengan standar etika dan hukum yang berlaku.

Akuntan pemerintah harus bertanggung jawab atas setiap
keputusan dan tindakan yang mereka ambil dalam kapasitas
profesional. Akuntan pemerintah wajib mematuhi semua peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan siap untuk memberikan
penjelasan kepada publik dan atasan mengenai penggunaan dana
publik.
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6.4.3 Transparansi

Transparansi bagi akuntan pemerintah adalah prinsip
keterbukaan dalam penyusunan dan penyajian informasi keuangan
pemerintah secara jujur, jelas, dan dapat diakses oleh publik serta
pemangku kepentingan. Transparansi memastikan bahwa laporan
keuangan dan proses pengelolaan keuangan negara dilakukan
dengan cara yang memungkinkan semua pihak, termasuk
masyarakat, untuk memantau, mengevaluasi, dan memahami
penggunaan dana publik.

Pelaporan keuangan yang jelas, lengkap, dan tepat waktu
merupakan kewajiban akuntan pemerintah dalam upaya
mendorong transparansi. Transparansi diperlukan untuk
memastikan bahwa masyarakat dapat memahami dan mengakses
informasi terkait penggunaan anggaran dan keuangan Negara.

6.4.4 Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan

Akuntan pemerintah harus mematuhi semua hukum,
peraturan, dan standar akuntansi yang berlaku di lingkungan
pemerintah. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat berdampak
serius, termasuk hukuman hukum atau administrative.

6.4.5 Etika Sosial dan Kepedulian terhadap Publik

Akuntan pemerintah harus mempertimbangkan dampak
sosial dari keputusan mereka. Akuntan pemerintah harus berperan
aktif dalam mendorong keadilan sosial dan memastikan bahwa
anggaran publik digunakan untuk kepentingan umum.

Kode etik ini penting untuk menjaga kepercayaan
masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara dan
memastikan bahwa akuntan pemerintah bekerja untuk kepentingan
publik secara etis dan profesional.

6.5 Prinsip-Prinsip Dasar Etika Profesi

Perbedaan etika antara akuntan pemerintah dan akuntan
swasta terutama terletak pada lingkungan kerja, tanggung jawab,
dan kepentingan utama yang dilayani oleh masing-masing profesi.
Meskipun keduanya terikat oleh prinsip-prinsip dasar etika
akuntansi, ada perbedaan signifikan yang disebabkan oleh konteks
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sektor tempat mereka bekerja.
Berikut adalah beberapa perbedaan utama:
1. Tujuan dan Kepentingan yang Dilayani

a.

b.

Akuntan Pemerintah: Bertugas melayani kepentingan
publik. Akuntan pemerintah bertanggung jawab memastikan
transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan yang
efisien dalam penggunaan dana publik. Tujuannya adalah
untuk  mendukung Kkesejahteraan masyarakat dan
memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan
secara benar.

Akuntan Swasta: Bertugas melayani kepentingan
perusahaan atau organisasi swasta. Fokus utamanya adalah
untuk membantu perusahaan mencapai keuntungan
finansial, mematuhi peraturan pajak, dan memberikan
informasi yang tepat kepada pemegang saham atau pemilik
perusahaan.

2. Pengawasan dan Akuntabilitas

a.

b.

Akuntan Pemerintah: Diawasi oleh publik dan
lembaga pengawas negara seperti Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) atau Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan (BPKP). Akuntabilitas mereka terutama
ditujukan kepada masyarakat, pemerintah, dan lembaga
negara. Akuntan pemerintah harus memberikan
laporan yang transparan dan bebas dari konflik
kepentingan.

Akuntan Swasta: Diawasi oleh pemilik atau
manajemen perusahaan serta regulator sektor swasta.
Akuntabilitas lebih ditujukan kepada pemegang saham
atau investor yang memiliki kepentingan finansial
dalam kinerja perusahaan.

3. Independensi

a.
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Akuntan Pemerintah: Diwajibkan menjaga
independensi dari tekanan politik atau kepentingan
pihak tertentu untuk melindungi integritas pelaporan
keuangan publik. Akuntan pemerintah harus bersikap



b.

netral dan objektif dalam penilaian keuangan, terlepas
dari perubahan administrasi atau pejabat publik.
Akuntan Swasta: Meskipun independensi tetap
penting, akuntan swasta sering bekerja lebih dekat
dengan manajemen  perusahaan, yang dapat
menciptakan  tekanan  untuk = memprioritaskan
kepentingan finansial perusahaan. Namun, mereka
tetap harus mematuhi standar akuntansi yang berlaku
dan kode etik profesi.

4. Sifat Tanggung Jawab

a.

b.

Akuntan Pemerintah: Memiliki tanggung jawab yang
lebih luas karena mereka mengelola dana publik dan
berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Mereka harus memastikan bahwa anggaran negara
digunakan dengan bijak dan sesuai dengan kebijakan
publik yang ada.

Akuntan Swasta: Tanggung jawab mereka lebih fokus
pada kepentingan perusahaan dan pemilik saham.
Meskipun mereka juga harus mematuhi standar
akuntansi yang ketat, tujuan utamanya adalah untuk
mendukung profitabilitas dan stabilitas perusahaan.

5. Kerahasiaan

a.

b.

Akuntan Pemerintah: Harus menjaga kerahasiaan
informasi keuangan negara, namun juga harus
mematuhi prinsip transparansi publik. Mereka harus
mengungkapkan informasi yang diperlukan untuk
akuntabilitas  publik tanpa melanggar aturan
kerahasiaan tertentu.

Akuntan Swasta: Menjaga kerahasiaan informasi
perusahaan adalah prioritas utama, terutama terkait
dengan strategi bisnis dan informasi keuangan yang
bersifat kompetitif.

6. Regulasi dan Standar Etik

a.

Akuntan Pemerintah: Diatur oleh standar akuntansi
sektor  publik  (misalnya, Standar = Akuntansi
Pemerintahan di Indonesia) dan mengikuti aturan
khusus yang disesuaikan untuk sektor publik. Mereka
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juga harus mengikuti aturan etika yang lebih ketat
terkait dengan pengelolaan dana publik.

b. Akuntan Swasta: Diatur oleh Standar Akuntansi
Keuangan (SAK) yang berlaku di sektor swasta, serta
aturan profesional dari asosiasi seperti Ikatan Akuntan
Indonesia (IAI) atau organisasi internasional lainnya.
Standar etika mereka berfokus pada kepatuhan hukum
dan kepentingan komersial.

7. Pengaruh Kepentingan Publik

a. Akuntan Pemerintah: Setiap keputusan mereka
berdampak langsung pada masyarakat luas dan
pemerintahan, yang membuat standar etika mereka lebih
berorientasi pada kepentingan publik dan kebijakan
negara.

b. Akuntan Swasta: Fokus pada dampak keputusan terhadap
perusahaan dan pemegang saham, dengan tekanan untuk
mendukung tujuan bisnis perusahaan.

8. Transparansi

a. Akuntan Pemerintah: Wajib memberikan laporan yang
terbuka dan transparan, terutama karena pengelolaan dana
publik harus dapat diawasi oleh masyarakat umum.

b. Akuntan Swasta: Transparansi diperlukan dalam laporan
kepada pemegang saham, namun ada batasan tertentu
terkait informasi rahasia yang tidak dapat dipublikasikan
secara bebas.

Secara umum, akuntan pemerintah lebih terfokus pada
pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas, sementara
akuntan swasta lebih berorientasi pada kepentingan perusahaan
dan keuntungan. Meskipun keduanya terikat oleh prinsip etika
profesional, lingkungan dan tujuan kerja mereka sangat
memengaruhi penerapan standar etika tersebut.
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BAB 7
ETIKA DALAM PRAKTIK
PERPAJAKAN

Oleh Nita Andriyani Budiman

7.1 Pentingnya Etika dalam Profesi Perpajakan
Etika dalam profesi perpajakan memiliki peran yang sangat
penting karena profesi ini terkait langsung dengan kepentingan
publik dan keuangan negara (Killian et al, 2023). Para profesional
pajak, seperti akuntan, konsultan pajak, dan pegawai pajak memiliki
tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa kewajiban
perpajakan dipenuhi secara benar dan sesuai dengan hukum yang
berlaku. Beberapa alasan utama mengapa etika menjadi landasan
penting dalam profesi ini adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan Kepercayaan Publik
Etika dalam profesi perpajakan berkontribusi pada
pembentukan dan pemeliharaan kepercayaan publik. Ketika
profesional pajak menjalankan tugasnya dengan kejujuran,
keterbukaan, dan integritas, masyarakat serta wajib pajak akan
lebih percaya bahwa sistem perpajakan dijalankan dengan adil
dan bertanggung jawab.
2. Mencegah Penyalahgunaan Wewenang
Etika berperan sebagai pedoman untuk menghindari
penyalahgunaan kekuasaan dan perilaku tidak etis, seperti
penggelapan pajak, penyuapan, atau manipulasi data.
Profesional pajak yang mematuhi prinsip-prinsip etika akan
selalu mengutamakan kepatuhan terhadap hukum dan norma
moral, bahkan saat menghadapi tekanan atau godaan.
3. Menjaga Integritas Profesi
Etika merupakan elemen kunci dalam mempertahankan
reputasi dan integritas profesi perpajakan. Profesional yang
mematuhi standar etika menunjukkan komitmen mereka untuk
melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan
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kehormatan, yang pada akhirnya memperkuat citra positif
profesi ini secara keseluruhan.

4. Menghindari Konflik Kepentingan
Etika membantu profesional pajak dalam mengidentifikasi dan
mengatasi potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul
dalam pekerjaan mereka. Dengan mengikuti prinsip-prinsip
etika, mereka dapat memastikan bahwa keputusan yang dibuat
lebih mengedepankan kepentingan klien atau negara, daripada
keuntungan pribadi.

5. Memenuhi Tanggung Jawab Sosial
Selain memenuhi kewajiban hukum, etika dalam perpajakan
juga mencakup tanggung jawab sosial. Profesional pajak harus
memperhatikan dampak sosial dan ekonomi dari tindakan
mereka, termasuk memastikan bahwa pajak dikumpulkan dan
dikelola secara adil untuk mendukung layanan publik dan
pembangunan negara.

Etika dalam profesi perpajakan bukan hanya tentang
mematuhi peraturan, tetapi juga tentang menjalankan peran dengan
integritas dan tanggung jawab yang tinggi, guna menjaga keadilan,
kepercayaan, dan kesejahteraan masyarakat. Profesional pajak yang
beretika berperan penting dalam memastikan bahwa sistem
perpajakan berfungsi secara adil dan transparan. Selain itu, mereka
juga mendukung penciptaan lingkungan perpajakan yang stabil dan
efektif, yang bermanfaat bagi pembangunan sosial dan ekonomi
negara.

7.2 Prinsip-Prinsip Etika dan Kode Etik dalam
Perpajakan

Prinsip-prinsip etika dan kode etik dalam perpajakan sangat
penting untuk memastikan bahwa para profesional pajak
melaksanakan tugas mereka dengan adil, transparan, dan
bertanggung jawab. Kode etik adalah rangkaian aturan dan
pedoman yang ditetapkan oleh asosiasi profesional, pemerintah,
atau organisasi terkait untuk memastikan bahwa setiap profesional
pajak bertindak sesuai dengan standar etika yang tinggi (Fatemi et
al,, 2020). Kode etik ini mencakup prinsip-prinsip dasar yang harus
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diikuti, serta sanksi atau konsekuensi yang dapat dikenakan jika
terjadi pelanggaran. Kode etik dalam perpajakan sering Kkali
dikembangkan oleh organisasi, seperti: American Institute of
Certified Public Accountants (AICPA), International Federation of
Accountants (IFAC), dan Organization for Economic Co-operation and
Development (OECD). Kode ini berfungsi sebagai pedoman utama
bagi para profesional pajak dalam melaksanakan tugas mereka
secara etis dan bertanggung jawab.

Mematuhi prinsip-prinsip etika dan kode etik tidak hanya
penting untuk menjaga integritas pribadi dan profesional, tetapi
juga untuk memastikan bahwa sistem perpajakan beroperasi
dengan adil dan efektif. Hal ini berkontribusi pada pembentukan
kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan serta mencegah
penyalahgunaan yang bisa merusak kepercayaan tersebut. Berikut
adalah beberapa prinsip utama yang umumnya diadopsi dalam
kode etik perpajakan:

1. Integritas
Prinsip integritas mengharuskan para profesional pajak untuk
bersikap jujur dan melakukan semua aspek pekerjaan mereka
dengan kejujuran. Mereka harus menghindari tindakan yang
dapat merusak kepercayaan publik, seperti memanipulasi data
atau menyembunyikan informasi penting.

2. Objektivitas
Objektivitas mengharuskan para profesional pajak untuk
membuat keputusan berdasarkan fakta dan data yang relevan,
tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau pihak lain.
Mereka harus memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil
bersifat objektif dan sepenuhnya sesuai dengan hukum serta
peraturan perpajakan yang berlaku.

3. Kompetensi Profesional dan Kehati-hatian
Para profesional pajak harus terus memperbarui dan
meningkatkan pengetahuan serta keterampilan mereka untuk
memastikan kompetensi dalam menjalankan tugas. Prinsip ini
juga mencakup kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan
dengan kehati-hatian dan ketelitian yang sesuai dengan standar
profesional.
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Kerahasiaan

Prinsip kerahasiaan mengharuskan para profesional pajak
untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari klien
atau wajib pajak selama menjalankan tugas mereka. Mereka
tidak boleh membagikan informasi tersebut kepada pihak
ketiga tanpa izin, kecuali jika diwajibkan oleh hukum.
Profesionalisme

Profesionalisme mengharuskan para profesional pajak untuk
mematuhi semua standar hukum dan etika yang relevan.
Mereka harus menunjukkan perilaku yang sejalan dengan nilai-
nilai profesi dan menghindari tindakan yang dapat merusak
reputasi profesi perpajakan.

Kepatuhan terhadap Hukum

Para profesional pajak harus memastikan bahwa setiap
tindakan dan nasihat yang mereka berikan sesuai dengan
peraturan perpajakan yang berlaku. Prinsip ini mengharuskan
mereka untuk memberikan saran yang akurat dan sah kepada
klien atau wajib pajak, serta membantu mereka dalam
memenuhi kewajiban pajak dengan tepat waktu.

Tanggung Jawab Sosial

Selain memenuhi kewajiban hukum, para profesional pajak juga
memiliki tanggung jawab sosial untuk memastikan bahwa
sistem perpajakan berfungsi dengan adil dan untuk
kepentingan masyarakat secara umum. Ini termasuk
mengambil tindakan proaktif untuk melaporkan setiap
penyimpangan atau pelanggaran yang mereka ketahui.
Independensi

Independensi adalah prinsip yang mengharuskan para
profesional pajak untuk tetap netral dan bebas dari pengaruh
atau tekanan eksternal. Mereka harus memastikan bahwa
keputusan dan saran yang diberikan didasarkan pada analisis
yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pihak
lain.



7.3 Tanggung Jawab Moral dan Etis bagi

Profesional Pajak
Para profesional pajak memainkan peran penting dalam
memastikan bahwa kewajiban perpajakan dipenuhi dengan benar
dan sesuai dengan hukum. Namun, selain tanggung jawab hukum
mereka, mereka juga memiliki tanggung jawab moral dan etis yang
signifikan. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban untuk
bertindak dengan integritas, menjaga kerahasiaan, bersikap adil,
dan mempertahankan profesionalisme. Berikut adalah beberapa
aspek utama dari tanggung jawab moral dan etis yang diemban oleh
para profesional pajak:
1. Menjaga Integritas
Para profesional pajak harus bertindak dengan jujur dan
transparan dalam setiap aspek pekerjaan mereka. Integritas
mencakup tidak hanya kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga
menghindari tindakan yang dapat merusak kepercayaan publik
atau mencemarkan reputasi profesi. Mereka harus memastikan
bahwa laporan dan saran yang diberikan kepada klien atau
wajib pajak berdasarkan pada informasi yang benar dan akurat.
2. Bersikap Adil dan Tidak Memihak
Para profesional pajak harus menyediakan layanan yang adil
kepada semua klien tanpa memihak. Mereka harus memastikan
bahwa setiap keputusan dibuat berdasarkan fakta dan hukum
yang berlaku, tanpa terpengaruh oleh tekanan eksternal atau
kepentingan pribadi. Ini juga mencakup menghindari situasi
yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
3. Menjaga Kerahasiaan Informasi
Salah satu tanggung jawab utama para profesional pajak adalah
melindungi kerahasiaan informasi klien atau wajib pajak.
Informasi yang diperoleh selama pelaksanaan tugas harus
dijaga dengan cermat dan tidak boleh diungkapkan kepada
pihak ketiga tanpa izin yang sah. Pelanggaran terhadap
kerahasiaan tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak
kepercayaan antara profesional pajak dan klien mereka.
4. Memberikan Saran yang Etis
Para profesional pajak memiliki kewajiban untuk memberikan
saran yang etis kepada klien atau wajib pajak, bahkan jika itu
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berarti harus menolak permintaan yang tidak sesuai dengan
hukum atau etika. Mereka harus berani menolak terlibat dalam
tindakan yang dapat merugikan negara atau memberikan
keuntungan tidak adil kepada klien, seperti penghindaran pajak
yang agresif.

Tanggung Jawab terhadap Masyarakat dan Negara

Para profesional pajak tidak hanya bertanggung jawab kepada
klien mereka, tetapi juga kepada masyarakat dan negara.
Mereka memiliki kewajiban moral untuk memastikan bahwa
sistem perpajakan berjalan dengan baik dan adil, serta untuk
membantu dalam pengumpulan pajak yang diperlukan untuk
mendanai layanan publik. Mereka harus berusaha untuk
menghindari  praktik-praktik yang dapat mengurangi
pendapatan pajak atau merusak kepercayaan masyarakat
terhadap sistem perpajakan.

Menghindari Konflik Kepentingan

Para profesional pajak harus waspada terhadap kemungkinan
konflik kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas dan
profesionalisme mereka. Mereka harus selalu mengutamakan
kepentingan klien dan negara, serta memastikan bahwa
tindakan mereka tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi
atau pihak ketiga yang tidak sah.

Memperbarui Pengetahuan dan Kompetensi

Para profesional pajak memiliki tanggung jawab untuk terus
memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka dalam
bidang perpajakan. Ini mencakup mengikuti perkembangan
terbaru dalam hukum perpajakan dan praktiknya. Dengan terus
meningkatkan keahlian mereka, mereka dapat memberikan
saran yang akurat dan tepercaya kepada klien.

Mengambil Tindakan yang Benar dalam Situasi Etis yang
Kompleks

Dalam situasi kompleks di mana hukum atau peraturan
mungkin tidak memberikan jawaban yang jelas, para
profesional pajak harus menggunakan penilaian etis mereka
untuk membuat keputusan yang tepat. Ini mungkin melibatkan
pertimbangan terhadap dampak sosial dari tindakan mereka,
serta berpegang pada prinsip etika yang lebih luas, seperti:



keadilan, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan terhadap
hukum.

Secara keseluruhan, tanggung jawab moral dan etis para
profesional pajak mencakup lebih dari sekadar mematuhi hukum,
namun juga tentang menjalankan profesi mereka dengan cara yang
memperkuat kepercayaan publik, menjaga integritas sistem
perpajakan, dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara
menyeluruh. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, para profesional
pajak memastikan bahwa mereka tidak hanya memenuhi kewajiban
hukum, tetapi juga melaksanakan peran mereka dengan cara yang
benar dan etis.

7.4 Konflik Kepentingan dan Penanganan Data
Wajib Pajak

Dalam profesi perpajakan, masalah konflik kepentingan dan
pengelolaan data wajib pajak merupakan dua aspek yang sangat
penting. Keduanya berkaitan erat dengan kepercayaan publik dan
integritas sistem perpajakan. Konflik kepentingan muncul ketika
seorang profesional pajak menghadapi keadaan di mana keputusan
atau tindakannya bisa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau
pihak lain yang bertentangan dengan kepentingan klien atau
masyarakat. Situasi ini dapat mengancam objektivitas, integritas,
dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas perpajakan.

Konflik kepentingan dapat merusak kepercayaan yang ada
antara profesional pajak dan klien mereka serta merugikan reputasi
profesi secara keseluruhan. Situasi ini dapat menimbulkan bias
dalam pengambilan keputusan, melanggar hukum, dan bahkan
berpotensi menimbulkan tindakan ilegal, seperti: penyalahgunaan
wewenang atau penghindaran pajak yang tidak sah.

Profesional pajak harus secara proaktif mengidentifikasi
potensi konflik kepentingan sebelum muncul. Ini mencakup
langkah-langkah, seperti: menghindari situasi atau klien yang dapat
menimbulkan konflik kepentingan. Jika konflik kepentingan tidak
dapat dihindari, profesional pajak harus mengungkapkannya secara
transparan kepada semua pihak terkait dan mengambil tindakan
untuk memastikan keputusan tetap objektif. Selain itu, organisasi
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atau firma perpajakan harus memiliki kebijakan internal yang jelas
untuk mengelola dan menangani konflik kepentingan, termasuk
menyediakan pelatihan dan penegakan sanksi bila diperlukan.

Data wajib pajak mencakup informasi sensitif, seperti:
pendapatan, aset, kewajiban, dan pengeluaran pribadi atau bisnis,
yang harus dilindungi untuk menjaga privasi dan mencegah
penyalahgunaan. Penanganan data ini harus mematuhi prinsip-
prinsip penting, termasuk Kkerahasiaan, di mana data harus
disimpan dengan aman dan hanya diakses oleh pihak yang
berwenang, serta integritas data, yang mengharuskan data tetap
akurat dan tidak dimanipulasi. Profesional pajak juga harus
mematuhi peraturan perlindungan data pribadi, seperti: General
Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa, Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2022 di Indonesia atau peraturan serupa di negara
lain.

Tanggung jawab profesional pajak dalam mengelola data
wajib pajak mencakup penggunaan teknologi yang aman, seperti:
enkripsi dan protokol keamanan, pelatihan staf tentang pentingnya
kerahasiaan data, dan transparansi dengan wajib pajak mengenai
bagaimana data mereka akan digunakan dan dilindungi.
Pelanggaran dalam penanganan data ini dapat mengakibatkan
konsekuensi hukum serius, termasuk denda, tuntutan hukum, dan
kehilangan izin praktik, serta kerusakan reputasi yang sulit untuk
diperbaiki.

Menangani konflik kepentingan dan data wajib pajak dengan
baik adalah kunci untuk mempertahankan integritas dalam profesi
perpajakan. Dengan mematuhi prinsip-prinsip etika, menerapkan
transparansi yang tinggi, dan menggunakan langkah-langkah
keamanan yang ketat, profesional pajak dapat memastikan layanan
yang adil dan aman bagi klien, serta melindungi kepentingan publik
secara luas. Selain itu, kepatuhan terhadap regulasi perlindungan
data pribadi dan kebijakan anti-konflik membantu membangun
kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Dengan cara
ini, profesional pajak berperan aktif dalam menciptakan lingkungan
perpajakan yang lebih transparan dan berintegritas.
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7.5 Implikasi Pelanggaran Etika dan Tanggung

Jawab Sosial dalam Perpajakan
Pelanggaran etika dalam profesi perpajakan tidak hanya
berdampak negatif pada individu profesional pajak, tetapi juga
memiliki dampak yang lebih luas pada masyarakat dan negara.
Berikut adalah konsekuensi pelanggaran etika dalam bidang
perpajakan:
1. Kerugian Finansial bagi Negara dan Masyarakat
Pelanggaran etika dalam perpajakan, seperti penghindaran
pajak ilegal atau manipulasi data pajak, dapat menyebabkan
kerugian finansial besar bagi negara. Pajak merupakan sumber
utama pendapatan negara yang mendanai berbagai layanan
publik, seperti: pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Jika
pendapatan pajak menurun akibat pelanggaran etika,
masyarakat yang akan merasakan dampaknya karena
penurunan kualitas dan jumlah layanan publik yang tersedia.
2. Penurunan Kepercayaan Publik
Pelanggaran etika oleh profesional pajak dapat merusak
kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan dan institusi
pemerintah secara keseluruhan. Ketika masyarakat merasa
bahwa sistem perpajakan tidak adil atau bahwa beberapa
individu atau perusahaan dapat menghindari kewajiban pajak
mereka dengan cara yang tidak etis, hal ini dapat menyebabkan
peningkatan ketidakpatuhan pajak dan mengikis rasa keadilan
sosial.
3. Konsekuensi Hukum
Profesional pajak yang terlibat dalam pelanggaran etika,
seperti: memberikan saran ilegal untuk menghindari pajak atau
terlibat dalam penggelapan pajak, dapat menghadapi sanksi
hukum yang berat. Konsekuensinya bisa berupa denda yang
besar, pencabutan izin praktik, hingga hukuman penjara. Selain
itu, klien yang mengikuti saran tidak etis tersebut juga bisa
dikenakan tindakan hukum, yang berdampak negatif pada
reputasi dan stabilitas finansial mereka.
4. Kerusakan Reputasi
Reputasi profesional pajak yang terlibat dalam pelanggaran
etika dapat merusak dan memberikan dampak buruk pada

93



karier mereka. Dalam dunia profesional, reputasi adalah salah
satu aset paling berharga, dan begitu hilang, sangat sulit untuk
diperbaiki. Kerusakan reputasi ini juga bisa memengaruhi firma
atau organisasi tempat mereka bekerja, mengurangi
kepercayaan klien dan masyarakat umum terhadap perusahaan
tersebut.

Profesional pajak memiliki tanggung jawab sosial yang
signifikan untuk memastikan bahwa sistem perpajakan berfungsi
dengan adil dan efektif. Mereka harus membantu klien memenuhi
kewajiban pajak mereka dengan benar dan memastikan bahwa
pajak yang dikumpulkan digunakan untuk kepentingan umum, yang
berkontribusi pada distribusi kekayaan yang lebih adil dan
pengurangan kesenjangan sosial. Selain itu, profesional pajak harus
berperan aktif dalam mencegah dan mengungkapkan praktik
perpajakan yang tidak etis, termasuk menolak keterlibatan dalam
strategi penghindaran pajak yang meragukan serta melaporkan
kegiatan ilegal atau tidak etis kepada pihak berwenang. Tindakan ini
menjaga integritas sistem perpajakan dan melindungi kepentingan
masyarakat.

Selain itu, profesional pajak juga bertanggung jawab untuk
meningkatkan kesadaran pajak di kalangan masyarakat dan klien
mereka dengan memberikan edukasi tentang kewajiban pajak dan
pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Upaya ini membantu
meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi praktik yang
merugikan. Menjaga transparansi dalam semua aspek pekerjaan
mereka juga merupakan bagian penting dari tanggung jawab sosial.
Profesional pajak harus memastikan bahwa semua transaksi dan
laporan perpajakan dilakukan secara terbuka dan dapat
dipertanggungjawabkan, yang membantu mencegah pelanggaran
etika dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem
perpajakan.

Pelanggaran etika dalam profesi perpajakan berdampak jauh
melampaui individu dan dapat merusak tatanan sosial serta
ekonomi negara. Konsekuensi yang melibatkan kerugian finansial,
penurunan kepercayaan publik, sanksi hukum, dan kerusakan
reputasi menekankan pentingnya profesional pajak untuk
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berpegang pada standar etika yang tinggi. Tanggung jawab sosial
mereka meliputi memastikan sistem perpajakan berjalan adil,
menghindari dan melaporkan praktik tidak etis, serta meningkatkan
kesadaran pajak di masyarakat. Dengan menjalankan tugas mereka
secara transparan dan akuntabel, profesional pajak tidak hanya
melindungi integritas profesi mereka, tetapi juga mendukung
kesejahteraan umum dan keadilan sosial secara keseluruhan.
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